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KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa
yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga
Laporan Kinerja Biro Umum dan Sumber Daya Manusia tahun
2019 dapat disusun tepat waktu. Laporan ini merupakan wujud
pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja Biro Umum dan
Sumber Daya Manusia. Penyusunan Laporan Kinerja ini
berfungsi sebagai perwujudan transparansi pertanggung

jawaban dan umpan balik perbaikan kinerja secara

berkesinambungan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Umum dan Sumber Daya Manusia

sebagai unit kerja dalam lingkup

lainnya di Badan Pengawas Obat

Kesekretariatan Utama dan merupakan pendukung unit kerja

dan Makanan. Secara umum sasaran yang dicapai telah sesuai

dengan yang direncanakan, namun demikian terdapat beberapa yang belum sesuai dikarenakan

Biro Umum dan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugasnya membutuhkan komitmen,

kerjasama dan dukungan aktif da

ri unit kerja lain di lingkungan Badan POM.

Laporan Kinerja Biro Umum dan Sumber Daya Manusia 2019 ini diharapkan dapat dimanfaatkan

untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan

membantu kinerja pemerintah untuk mewujudkan good governance dan clean government di

masa yang akan datang melalui transparansi dan akuntabilitas kinerja.

Jakarta, 20 Februari 2020

Kepala Biro Umum dan Sumber Daya
Manusia

Dra Rita Mahyona, Apt., MSi
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Tahun 2019 merupakan komitmen Biro Umum dan SDM dalam mewujudkan
akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan kinerja. Laporan tersebut antara lain
menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja, realisasi anggaran,
inovasi, dan achievement Biro Umum dan SDM. Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2015-

2019, Biro Umum dan SDM menetapkan 7 (tujuh) sasaran program vyaitu:

1. Meningkatnya capaian RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama sesuai roadmap RB BPOM
2015-2019
. Terkelolanya sarana prasarana penunjang pengawasan BPOM dengan baik

Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan Biro Umum dan SDM

2
3
4. Terlaksananya rencana aksi RB BPOM di lingkup Biro Umum dan SDM
5. Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM

6. Meningkatnya efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan sarana prasarana
7

. Terwujudnya RB Biro Umum dan SDM 2015-2019

Sasaran strategis tersebut diukur menggunakan 10 (sepuluh) indikator kinerja utama, sebagai

berikut:

Nilai RB BPOM Penataan sistem manajemen SDM
Indeks kepuasan layanan umum
Indeks kepuasan layanan kepegawaian

Nilai Pengelolaan BMN BPOM

1.
2
3
4
5. Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM di lingkup Biro Umum dan SDM
6. Persentase SDM BPOM yang memiliki kinerja berkriteria minimal baik

7. Persentase SDM BPOM yang ditingkatkan karirnya sesuai perencanaan

8. Persentase Satker yang mampu mengelola BMN dengan baik

9. Persentase pemenuhan sarana prasarana penunjang kinerja pengawasan Obat dan
Makanan sesuai kebutuhan

10. Nilai AKIP Biro Umum dan SDM
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Dalam rangka untuk melaksananakan program/kegiatan untuk mencapai sasaran strategis
dengan IKU tersebut serta membiayai kegiatan lainnya, Biro Umum dan SDM memperoleh pagu
anggaran TA 2019 sebesar Rp. 309.503.982.000,- dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar
Rp. 302.852.019.148,- dengan pencapaian sebesar 97,85%.

Pencapaian kinerja Biro Umum dan SDM dengan kategori sangat baik adalah indikator presentase
ASN BPOM yang memiliki kinerja berkriteria minimal baik sebesar 115,21% ; indikator presentase
ASN BPOM yang ditingkatkan karirnya sesuai perencanaan sebesar 121,56% dan indikator
pemenuhan sarana prasana penunjang kinerja memperoleh nilai sebesar 111,11%. Pencapaian
kinerja dengan kategori Baik adalah untuk indicator nilai pengelolaan BMN sebesar 107,58.%,
nilai pencapaian indikator indeks layanan umum sebesar 3,29 (skala 4) atau 102,81% terhadap
target, layanan kepegawaian sebesar 3,27 (skala 4) atau 102,18% terhadap target, indicator
persentase realisasi rencana aksi RB BPOM di lingkup Biro Umum dan SDM sebesar 99,48% dan
Indikator persentase Satker yang mampu mengelola BMN dengan baik memiliki realisasi sebesar
98,90%. Kinerja Biro Umum dan SDM dengan kategori Cukup adalah untuk indicator nilai AKIP
Biro Umum dan SDM sebesar 86,86%. Adapun indikator meningkatnya capaian RB BPOM
Manajemen SDM sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019, belum diperoleh nilai dari Kementerian
PAN dan RB.

Hasil pengukuran Biro Umum dan SDM dari 7 sasaran strategis dan 10 (sepuluh) indikator kinerja
Biro Umum dan SDM, terlihat bahwa terdapat 3 (tiga) dengan kategori sangat baik, 5 (lima)
dengan kategori baik, 1 (satu) indicator dengan kategori cukup, serta 1 (satu) indicator kinerja
yang tidak dapat disimpulkan. Hal itu menunjukkan bahwa dari 7(tujuh) sasaran strategis dengan
10(sepuluh) indicator terdapat 5(lima) sasaran dan 8 (delapan) indicator mencapai target yang
ditetapkan, sedangkan 1 (satu) sasaran tidak tercapai target serta 1(satu) sasaran tidak dapat
dismpulkan.

Pencapaian lain dalam bentuk penghargaan dari stakeholder terkait kinerja dari Biro Umum dan

SDM pada Tahun 2019 yaitu:

1. The Most Innovative Institution dalam Penilaian Instansi Pembina Jabatan Fungsional

Terbaik Tahun 2019 dari Kementerian PAN dan RB.
|
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2. Badan POM menerima apresiasi dari BKN atas komitmen kepala Badan POM untuk
menegakkan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria manajemen ASN
khususnya dalam hal disiplin PNS.

3. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan BPOM Tahun 2019 adalah 95,18 “AA (Sangat
Memuaskan) atau mengalami peningkatan 22,67 dari hasil pengawasan Tahun 2017
sebesar 72,51 dengan kategori Cukup. Penghargaan ini diberikan oleh ANRI.

4. Penghargaan atas Penyelamatan dan Pelestarian Arsip yang Bernilai Guna Pertanggung
Jawaban Nasional Bagi Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara dari ANRI.

5. Hasil verfikasi penilaian mandiri implementasi Sistem Merit di Badan POM dengan

mendapatkan predikat level IV (329,5 dengan skala 400), kategori sangat baik.

Pencapaian keberhasilan yang diperoleh oleh Biro Umum dan SDM merupakan hasil dari
penguatan pengelolaan sumber daya, organisasi, dan perbaikan proses bisnis internal Biro
Umum dan SDM secara konsisten, yang merupakan kontribusi seluruh jajaran Biro Umum dan
SDM untuk berupaya mendorong tercapainya sasaran strategis dan indikator yang telah

ditetapkan.

Untuk mengatasi berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan
program dan kegiatan, Biro Umum dan SDM harus melakukan berbagai upaya peningkatan
kinerja, antara lain:

a. Perlu dilakukan monitoring secara berkala terhadap pencapaian kinerja sasaran yang
terdapat pada Perjanjian Kinerja serta adanya pembagian personil sebagai penanggung
jawab dalam pencapaian target kinerja yang dituangkan dalam penetapan kinerja
individu dan SKP individu

b. Perlu dilakukan reviu terhadap indikator kinerja dan penentuan dasar penetapan target
didasarkan pada baseline data yang telah ada.

c. Perlu mengusulkan restrukturisasi unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) yang
terpisah dari struktur pengelolaan BMINRT agar sesuai amanat Peraturan Presiden No. 16

Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah
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HIGHLIGHT

Badan POM menerima apresiasi
dari BKN atas komitmen kepala
Badan POM dalam hal disiplin PNS Dalam rangka peningkatan kualitas
pengelolaan arsip, Kepala Badan POM bersama
Eselon 1 lainnya melakukan pencanangan dan
penandatanganan komitmen mendukung
GNSTA (Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip)
dan Review 5 kebijakan instrumen kearsipan

Jumlah Melanggar

§ “ ;
\L; ; S L1 ‘\%

63 Orang

Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan 17 Oran P
BPOM Tahun 2019 adal ah 95
(Sangat Memuaskan) dari ANRI B

Penurunan tingkat pelanggaran disiplin
terhadap pelanggaran jam dan hari kerja
sebesar 1,36 %

W @
PIAGAM PENGHARGAAN
e
| s NE The Most Innovative Institution

The Most Innovative Institutiordalam Penilaian
Digitaliasai manajemen kinerja dengan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Terbaik
penerapan E-tukin dalam peningkatan Tahqln 20]}8 dari Kglmentenarclj_FfAN (ljan RB dan
kesejahteran pegawai yang terintegrasi Hasil verfikasi penildaan mandiri implementasi

. S Sistem Merit di Badan POM dengan
dengan E._SKP‘ kehadiran pegawal (finger mendapatkan predikat level IV (329,5 dengan
print), dan hukuman disiplin

skala 400), kategori sangat baik
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Dalam rangka pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta bentuk
akuntabilitas kepada publik sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi, maka disusunlah
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019. Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019 disusun
untuk memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja dalam mencapai sasaran strategisnya
melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama periode Tahun 2019 serta sebagai wujud
keterbukaan informasi instansi pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja juga bermanfaat
sebagai bahan dalam rangka pemantauan, penilaian, evaluasi dan pengendalian atas kualitas
kinerja sekaligus menjadi pendorong perbaikan kinerja dalam rangka terciptanya tata kelola

kepemerintahan yang baik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) yaitu pelaporan kinerja. Biro Umum dan SDM sebagai salah satu
bagian dari Instansi Pemerintah yang memiliki kewajiban untuk menerapkan SAKIP dalam
melaksanakan seluruh kegiatannya dari tahapan penetapan perencanaan strategis, pengukuran
kinerja, pelaporan kinerja sampai pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara
berkesinambungan sesuai amanat amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM No.26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Pengawas Obat dan Makanan yang sebelumnya nomenklatur unit kerja Biro Umum
berubah menjadi Biro Umum dan SDM dengan tugas melaksanakan koordinasi pengelolaan
barang milik negara, kerumahtanggaan, perencanaan dan pengelolaan karier dan kinerja sumber
daya manusia, dan urusan persuratan dan kearsipan. Biro Umum dan SDM merupakan unit kerja

eselon Il dibawah Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan.
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Tujuan pengelolaan sumber daya manusia dan sarana prasarana penunjang kinerja adalah untuk
mengatur hubungan dan peranan sumber daya yang dimiliki oleh Badan POM secara efisien dan
efektif sehingga dapat tercapainya tujuan bersama dalam mendukung tugas-tugas utama Badan
POM sebagai pengawas obat dan makanan melalui pemberian layanan yang lebih baik kepada
seluruh unit organisasi dilingkungan Badan POM, baik di tingkat pusat ataupun UPT. Adapun

kekuatan dan kelemahan serta peluang maupun ancaman yang dimiliki Biro Umum dan SDM

sebagaimana tertuang dalam tabel yang berisikan kata-kata kunci sebagai berikut ini:

KEKUATAN (STRENGTHS-S) KELEMAHAN (WEAKNESSES-W)

1. SDM yang kompeten dalam Jumlah SDM kurang memadai
melaksanakan tugas dan kewenangan di Penempatan SDM dalam Jabatan belum
bidang pengawasan obat dan makanan sepenuhnya sesuai kompetensi

2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang Pembinaan pengelolaan  aset di
dimaknai sebagai perubahan secara lingkungan BPOM belum dilakukan secara
menyeluruh ke arah yang lebih baik rutin dan terjadwal

3. Penerapan Quality Management System Sumber dana kurang memadai
secara konsisten Masih terbatasnya sarana prasarana

4. Tersedianya Pedoman Operasi baku/ISO penunjang kinerja dan pelayanan publik
9001:2015 dan pedoman terkait SDM termasuk gedung kantor dan gedung
serta BMN lainnya pelayanan publik terutama untuk Badan

5. Komitmen Pimpinan POM Pusat

Sistem Informasi Kepegawaian belum
terintegrasi dengan baik serta belum
mengakomodir seluruh fungsi layanan
kepegawaian.
PELUANG (OPPORTUNITIES-0) TANTANGAN (THREATS-T)
1. Ditetapkannya aturan pengelolaan SDM Perubahan lingkungan strategis yang
mulai dari UU No 5 tahun 2014 tentang semakin dinamis
ASN, PP No 11 tahun 2017 tentang
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Manajemen PNS, PP No 49 tentang
Manajemen PPPK dan PP No 30 tahun
2019 tentang Penilaian Kinerja PNS, yang
dapat mendukung pelaksanaan
pengelolaan SDM yang lebih baik

Arah Pembangunan SDM pada RPJMN IV
adalah terwujudnya SMART ASN pada
tahun 2025.

Sistem  Pengadaan pegawai yang
terintegrasi, akuntabel dan transparan
yang pengelolaannya dikoordinasikan
oleh Kementerian PAN dan RB serta BKN
Ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018

tentang  Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan
Pemerintah nomor 27 tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah

Perkembangan teknologi informasi yang
memungkinkan pelaksanaan pengelolaan
SDM dilakukan secara lebih professional,
transparan, efektif dan efisien
Perkembangan teknologi informasi yang
memungkinkan pelaksanaan Barang Milik
Negara serta Pengadaan Barang dan Jasa
dilakukan secara lebih professional,
transparan, efektif dan efisien.
Koordinasi dengan suprasistem terjalin

semakin baik karena semua berprinsip

Human Capital Management secara
komprehensif

Sistem akuntansi berbasis akrual

Sarana dan prasarana pendukung kinerja
memfasilitasi

SDM  vyang mampu

kebutuhan pegawai dan fasilitas
pelayanan publik serta pengelolaan
limbah terpadu yang ada di lingkungan
Badan POM memiliki konsep ramah
lingkungan
Implementasi Roadmap Manajemen
Aset.

Pengelolaan SDM berbasis sistem merit
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dan menerapkan reformasi birokrasi

menuju budaya melayani bukan dilayani

Tabel 1.1 Analisa Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman

KEKUATAN

1 SDM yang kompeten dalam melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang pengawasan
obat dan makanan
Pencapaian kinerja sangat dipengaruhi oleh tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang
berkompeten dan profesional dibidangnya serta memiliki etika. Biro Umum dan SDM memiliki
SDM yang kompeten dan profesional untuk mengatur serta menggerakkan jalannya
organisasi. SDM yang berkompeten memiliki penguasaan teoritis yang didukung dengan
pengalaman dan mendapat pengakuan keahlian spesifik berdasarkan standar kompetensi
yang berlaku, sedangkan SDM vyang profesional adalah SDM yang mampu melaksanakan
penugasan dengan baik dan memenuhi atau bahkan melebihi ekspektasi yang diharapkan, dan

dilaksanakan sesuai dengan bidang keahliannya.

9 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dimaknai sebagai perubahan secara menyeluruh ke
arah yang lebih baik
Pelaksanaan reformasi birokrasi yang secara konsisten dimaknai sebagai upaya pembaharuan
dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan untuk
menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas, mampu melayani publik
secara akuntabel, serta memegang teguh nilai-nilai dasar organisasi dan kode etik perilaku
aparatur negara memberikan kesadaran pentingnya setiap individu dapat berkinerja secara
optimal di lingkungan organisasinya. Penetapan kebijakan dan perubahan pola pikir yang
secara konsisten mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi diharapkan menciptakan

kinerja yang tinggi dalam pencapaian visi misi organisasi.
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Penerapan Quality Management System secara konsisten
Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 yang saat ini diterapkan di lingkungan BPOM
bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja

yang jelas, efektif, efisien, dan terukur demi tercapainya birokrasi yang efektif dan efisien.

Tersedianya Pedoman Operasi baku/ISO 9001:2015 dan pedoman terkait SDM serta BMN
lainnya

Layanan kepegawaian dan layanan umum yang dilaksankan Biro Umum dan SDM telah
didukung dengan pedoman operasional baku/ISO 9001:2015. Disamping itu, berbagai
peraturan terkait kepegawaian, kearsipan serta pengelolaan Barang Milik Negara dan Rumah
Tangga (BMN-RT) dan pengelolaan layanan pengadaan barang. Dan jasa yang dilaksanakan
telah tersedia berbagai peraturan. Pelaksanaan audit kearsipan, sensus BMN, penyusunan
angka kredit serta penyusunan Analisa Beban Kerja telah tersedia petunjuk pelaksanaannya

atau pedoman lain yang disusu kementerian teknis terkait.

Komitmen pimpinan

Komitmen pimpinan Biro Umum dan SDM merupakan faktor penting dalam mengarahkan dan
memberikan semangat atas pencapaian visi, misi dan tujuanBiro Umum dan SDM. Komitmen
yang kuat akan mampu membangun integritas organisasi, menggerakkan komitmen seluruh
jajaran organisasi untuk melaksanakan tugas yang selaras dengan tujuan yang telah

ditetapkan bersama.

KELEMAHAN

T

Jumlah SDM kurang memadai

Meningkatnya tuntutan akan percepatan dan kepuasan pegawai maupun organisasi
terhadap layanan kepegawaian dan layanan umum , maka beban kerja Biro Umum dan SDM
menjadi semakin meningkat, maka akan optimal bila didukung jumlah pegawai yang
memadai sesuai dengan perhitungan Analisa Beban Kerja. Diharapkan penambahan jumlah

pegawai di lingkungan Biro Umum dan SDM dapat segera terwujud.
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I Penempatan SDM dalam Jabatan belum sepenuhnya sesuai kompetensi
Profesionalisme adalah kemampuan, kemahiran, cara pelaksanaan sesuatu dan lain-lain
sebagaimana yang sewajarnya terdapat pada atau dilakukan oleh seorang profesional.
Profesionalisme dalam memberikan layanan kepegawaian dan umum berhubungan dengan
fungsional seperti Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) dan analis kepegawaian harus
memenuhi standar kompetensi dalam menjalankan tugasnya. Namun, efektifitas
pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, kearsipan dan pengelolaan BMN-RT dapat
terhambat apabila pegawai yang memberikan pelayanan tidak memiliki kompetensi teknis

ataupun minim pengetahuan dan pengalaman akan bidang penugasannya.

9 Pembinaan pengelolaan asset di lingkungan BPOM belum dilakukan secara rutin dan
terjadwal
Aset tetap negara merupakan salah satu sektor yang paling strategis dalam pengelolaan
keuangan negara. Pada umumnya nilai aset tetap negara paling besar dibandingkan akun
lain pada Laporan Keuangan. Selain itu, keberadaannya sangat mempengaruhi kelancaran
roda penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu, manajemen aset
negara tidak bisa dipandang sebelah mata. Sistem Pengendalian Intern (SPI) atas
pengelolaan aset tetap negara harus handal untuk mencegah penyimpangan yang dapat
merugikan negara. Oleh karena itu pentingnya pengelolaan asset di lingkungan BPOM secara
rutin dan terjadwal. Selain itu perlu adanya lingkungan pengendalian yang kondusif, serta

melakukan penilaian risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi.

i Sumber dana kurang memadai
Pembiayaan APBN untuk kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana pada tahun 2019
mengalami penurunan, hal tersebut tidak sejalan dengan adanya pembangunan kantor
gedung pelayanan publik (gedung D). Berdasarkan hal tersebut, maka anggaran yang
tersedia belum mampu mencukupi kebutuhan perkuatan infrastruktur gedung dan jaringan

yang harus dilakukan dalam pengelolaan sarana dan prasarana di lingkungan Badan POM.
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 Masih terbatasnya sarana prasarana penunjang kinerja dan pelayanan publik termasuk
gedung kantor dan gedung pelayanan publik terutama untuk Badan POM Pusat
Pegawai memerlukan sarana dan prasarana untuk yang memadai untuk membantu mereka
dalam menyelesaikan tugasnya. Jika tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai,
pekerjaan akan sangat lambat untuk selesai sehingga tidak akan efektif dan efisien. Selain
itu, kinerja pegawai untuk memberikan yang terbaik tidak dapat dioptimalkan karena
suasana kerja yang tidak mendukung, seperti tempat duduk yang sangat berdekatan antara
satu dengan lainnya tidak sesuai standar sarana prasarana yang ditetapkan. Namun,
walaupun masih terbatasnya sarana prasarana penunjang kinerja dan pelayanan publik
termasuk gedung kantor dan gedung pelayanan publik terutama untuk Badan POM Pusat,
Biro Umum dan SDM tetap berkomitmen untuk menjalankan tugas dengan maksimal dan

akuntabel.

9 Sistem Informasi Kepegawaian belum terintegrasi dengan baik serta belum mengakomodir
seluruh fungsi layanan kepegawaian
Dalam pengelolaan layanan kepegawaian masih terdapat kendala dengan sistem Informasi
Kepegawaian yang baru sebagian terintegrasi serta belum mengakomodir seluruh fungsi
layanan kepegawaian. Oleh karena itu Biro Umum dan SDM terus berusaha dalam proses
pengembangan sistem informasi kepegawaian dibantu dengan pihak luar ataupun Pusat

Data dan Informasi di Badan POM.

PELUANG

9 Ditetapkannya aturan pengelolaan SDM mulai dari UU No 5 tahun 2014 tentang ASN, PP
No 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS, PP No 49 tentang Manajemen PPPK dan PP
No 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS yang dapat mendukung pelaksanaan
pengelolaan SDM yang lebih baik
Ditetapkannya peraturan dari supra sistem pengelolaan SDM bertujuan untuk dapat
mendukung pelaksanaan pengelolaan SDM yang lebih baik. Peraturan ini dapat menjadi
peluang bagi pengelolaan SDM, khususnya dalam rangka meningkatkan kepuasan layanan
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kepegawaian, sehingga mengharuskan adanya suatu antisipasi dengan kebijakan yang
responsive terhadap kejelasan dan kepastian pola karir serta penilaian kinerja yang

transparan, objektif dan akuntabel.

9 Arah Pembangunan SDM pada RPJMN IV adalah terwujudnya SMART ASN 2025
SDM yang berkualitas serta memiliki kemampuan iptek yang diarahkan kepada terwujudnya
SMART ASN pada tahun 2025, yaitu ASN human capital yang profesional, handal,
berintegritas, sejahtera dan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik sebagaimana
diamanatkan pada Nawa Cita. Hal ini sejalan dalam rangka mendukung tercapainya visi
reformasi birokrasi yang telah tertuang dalam Grand Design Reformasi Birokrasi, yaitu
Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia (World Class Governance) yang bercirikan tata
kelola kepemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan SMART ASN, diperlukan upaya yang
komprehensif, mengingat kondisi kinerja birokrasi saat ini, secara keseluruhan masih belum
memuaskan. Oleh karena itu hal ini menjadi peluang dalam hal penyusunan program yang
berkaitan dengan perencanaan kebutuhan dan pengadaan pegawai (mulai dari proses
rekrutmen, seleksi, induksi, atau orientasi sampai ke penempatan), hingga pemeliharaan

(perawatan) bagi pegawai yang produktif.

1 Sistem Pengadaan pegawai yang terintegrasi, akuntabel dan transparan vyang
pengelolaannya dikoordinasikan oleh Kementerian PAN dan RB serta BKN
Pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan pegawai dalam suatu instansi
pemerintah. Pengadaan PNS di Badan POM dilakukan berdasarkan penetapan kebutuhan
yang ditetapkan oleh Kepala Badan POM. Badan POM berkoordinasi dengan BKN dalam
proses seleksi CPNS, melalui penyempurnaan seleksi yaitu dengan menggunakan sistem
Computer Assisted Test (CAT System). Tujuan penggunaan CAT system ini adalah untuk
mendapatkan lulusan yang memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan melalui seleksi
yang obyektif, adil, akuntabel, transparan, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan

nepotisme
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9 Ditetapkan Peraturan Presiden No.16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
Peraturan Presiden (Perpres) No 16 Tahun 2018 ini mencabut Peraturan Presiden No 54
tahun 2010 beserta peraturan turunannya terakhir kali Peraturan Presiden No 4 tahun 2015.
Melalui Perpres ini, dinyatakan bahwa Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) harus
berdiri sebelum tahun 2021, dengan sejumlah pengembangan kewenangan dan kematangan
level 2. Dengan demikian, maka organisasi UKPBJ dapat melaksanakan controlling system
pengadaan barang dan jasa yang menyeluruh hingga ke satker. Perpres ini juga
menyederhanakan organisasi pelaku barang dan jasa dan sistem pengadaan, sehingga

memberikan peluang untuk percepatan pengadaan dan optimalisasi anggaran.

1 Perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan pelaksanaan pengelolaan SDM
dilakukan secara lebih professional, transparan, efektif dan efisien
Untuk memudahkan dan memperlancar kerjasama dan koordinasi antar unit kerja  dalam
pelayanan internal dan pelayanan kepegawaian dilingkungan BPOM maka perlunya
pengembangan teknologi informasi terutama integrasi data seperti melakukan integrasi data
anatara satu aplikasi layanan kepegawaian dengan layanan lainnya, seperti integrasi antara

e-SKP dengan SISFO (diantaranya untuk kenaikan pangkat).

9 Perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan pelaksanaan Barang Milik Negara
serta Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan secara lebih professional, transparan, efektif
dan efisien
Penatausahaan BMN menggunakan aplikasi SIMAK BMN, sementara Pengelolaan BMN
menggunakan aplikasi SIMAN vyang keduanya dikelola oleh Kementerian Keuangan,
sementara Pengadaan Barang dan Jasa menggunakan SPSE yang dikelola LKPP. Keseluruhan

sitem tersebut dipelihara dan dikembangkan oleh kementerian terkait.
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f Koordinasi dengan suprasistem terjalin semakin baik karena semua berprinsip dan
menerapkan reformasi birokrasi menuju budaya melayani bukan dilayani
Pentingnya koordinasi dengan suprasistem terkait dalam hal penyusunan kebijakan dalam
rangka layanan kepegawaian dan layanan umum. Hal tersebut bertujuan
agar dapat dihasilkan suatu kebijakanserta layanan yang lengkap dan berkualitas. Selain itu
juga terkait dengan efektifitas koordinasi perencanaan program dan kegiatan,
sumber daya, penyediaan layanan informasi, serta pengelolaan administrasi di lingkungan

BPOM.

TANTANGAN

9 Perubahan lingkungan strategis yang semakin dinamis
Menghadapi perubahan lingkungan strategis yang semakin dinamis dan tidak dapat
diprediksi sehingga dibutuhkan SDM yang memiliki integritas, nasionalisme, wawasan global,
IT dan bahasa asing, pelayanan, jejaring, dan kewirausahaan serta dukungan elektronisasi

bisnis proses

1 Human Capital Managemengecara komprehensif
Biro Umum dan SDM berusaha untuk mewujudkan Human Capital Management secara

komprehensif serta diimplementasikan dan dipahami semua SDM.

9 Sistem akuntansi berbasis akrual
Pada pengelolaan keuangan pun ada tantangannya tersendiri dimana dengan
diberlakukannya sistem akuntansi berbasis akrual maka paradigma pelaporan keuangan

mengalami perubahan dan membutuhkan sosialisasi dan pemahaman yang sama.

1 Sarana dan prasarana pendukung kinerja SDM yang mampu memfasilitasi kebutuhan
pegawai dan fasilitas pelayanan publik serta pengelolaan limbah terpadu yang ada di
lingkungan Badan POM memiliki konsep ramah lingkungan
Kepuasan pegawai merupakan tingkat apresiasi/pendapat yang dirasakan oleh pegawai

terhadap tersedianya sarana kerja, sarana gedung, perlengkapan
|
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meubelair, komputer, suasana ruangan (cahaya, suhu udara, kebersihan) serta tempat
parkir dan toilet yang disediakan Biro Umum dan SDM. Hal ini merupakan tantangan

tersendiri karena akan berdampak kepada peningkatan kinerja dan motivasi pegawai.

1 Implementasi Roadmap Manajemen Aset
Dengan adanya pergeseran konsep pengelolaan BMN dari ketertiban pencatatan menjadi
manajemen asset, Badan POM harus menyiapkan diri untuk mengelola asset, tidak hanya
terfokus pada ketertiban, melainkan menuju ke penggunaan dan pemanfaatan secara
optimal, tidak hanya untuk mendukung tujuan organisasi tetapi dapat juga menambah PNBP

Badan POM.

1 Pengelolaan SDM berbasis sistem merit
Mengimplementasikan pengelolaan SDM berbasis sistem merit secara konsisten
dalam kebijakan manajemen ASN, maka perlu dibuat suatu sistem dan pedoman
sebagai acuan pelaksanaan operasionalnya. Saat ini masih terdapat penempatan
pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi jabatan atau belum

diterapkannya dengan menyeluruh sistem merit dalam pengelolaan SDM BPOM.
B. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Biro Umum dan SDM Badan POM dipimpin oleh Kepala Biro Umum dan SDM
yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Utama Badan POM.
Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017, struktur

organisasi Biro Umum dan SDM terdiri atas:
1. Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara dan Rumah Tangga;
2. Bagian Perencanaan dan Pengelolaan Karier Sumber Daya Manusia;

3. Bagian Pengelolaan Kinerja dan Kearsipan;

Laporan Kinerja Biro Umum dan SDM TA. 2019 11



Sekretaris Utama

\
Biro Umum dan SDM
II
Bagian Pengelolaan BMN Bagian Perencanaan dan Bagian Pengelolaan Kinerja
dan Rumah Tangga Pengelolaan Karier SDM dan Kearsipan
@ Subbagian Perencanaan Bl Subbagian Perencanaan Q| Subbagian Pengelolaan
dan Pengendalian BMN dan Pengelolaan Data SDM Kinerja dan Disiplin SDM
Ml Subbagian Penatausahaan gl Subbagian Pengelolaan Q} Subbagian Kesejahteraan,
BMN Karier Jabatan Fungsional Gaji, dan Tunjangan
Bl Subbagian Pengelolaan i} Subbagian Persuratan dan
Karier Jabatan Struktural Kearsipan

Bagan 1.2 Struktur Organisasi Biro Umum dan SDM Badan POM

= Subbagian Rumah Tangga

Sebagai bagian dari Sekretariat Utama, Biro Umum dan SDM memiliki tugas dan fungsi sebagai

berikut:

1. Pengelolaan BMN dan layanan pengadaan barang dan jasa
2. Pelaksanaan urusan rumah tangga

3. Perencanaan dan pengelolaan karir SDM

4. Pengelolaan Kinerja SDM

5. Pengelolaan persuratan dan kearsipan
Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan peran dan fungsinya, Biro Umum dan SDM didukung oleh SDM yang memiliki
keahlian dan kompetensi yang baik. SDM yang dimiliki Biro Umum dan SDM per 31 Desember
2019 sebanyak 181 pegawai, yang terdiri atas pegawai negeri sipil (PNS), calon pegawai negeri

sipil (CPNS) dan pgawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN).
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Pejabat Struktural
7%

PPNPN
45%
Pejabat Fungsional
48%

Diagram 1.3 . Pegawai Biro Umum dan SDM berdasarkan tipe pegawai

V/c - Total: 100 ASN di lingkungan Biro
V/a — IV/a; 10 pegawai Umum dan SDM

ny/d — l1/d; 10 pegawai
i/ | 111/c; 14 pegawai |

11i/b — IIl/b; 21 pegawai

INl/a ll/a; 26 pegawaih
I/d Il/d; 5 pegawai
I/c Il/c; 5 pegawai

/b | I/b; 2 pegawai
li/a W ll/a; 5 pegawai

I/d | 1/d; 1 pegawail

0 5 10 15 20 25 30

Diagram 1.4 . Pegawai Biro Umum dan SDM berdasarkan golongan
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Diagram 1.5. Pegawai Biro Umum dan SDM berdasarkan tingkat Pendidikan

PELAKSANA

m Analis Barang dan Jasa m Analis Data dan Informasi m Analis Pengelola BMN

Analis Perencana W Analis SDM Aparatur B Caraka
m Pengadministrasi Keuangan m Pengadministrasi Umum m Pengelola Barang Persediaan dan BMN
B Pengelola Data base MW Petugas Keamanan B Teknisi

|
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FUNGSIONAL

m Analis Kepegawaian Muda

o Analis Kepegawaian Pertama

m Arsiparis Pelaksana Lanjutan

W Arsiparis Pertama

W Assessor SDM Aparatur Muda

m Auditor Kepegawaian Pertama

B Pengawas Farmasi dan Makanan Madya

m Pengawas Farmasi dan Makanan Muda

o Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Madya
m Pengelola Pengadaan Barang dan lasa Pemerintah Muda
m Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pertama
W Perencana Pertama

m Pranata Komputer Pertama

Diagram Pegawai Negeri Sipil Biro Umum dan SDM berdasarkan Jabatan

PPNPN

= Analis BMN
Analis Kebijakan

= Analis sdm aparatur

= Arsiparis terampil

® Guru

m Koordinator

= Pengadministrasi keuangan
Pengadministrasi umum

= Pengasuh

= Prakom pertama

= Prakom terampil

m Psikolog Klinis

Resepsionis

Diagram PPNPN Biro Umum dan SDM berdasarkan Jabatan

Laporan Kinerja Biro Umum dan SDM TA. 2019



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Visi

Sesuai dengan peran dan kewenangan Unit Kerja/Organisasi, Biro Umum dan SDM Badan

Pengawas Obat dan Makanan harus memberikan kontribusi yang sesuai dengan tugas pokok

serta fungsinya bagi keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Badan POM periode 2015-2019.

Adapun Visi Badan POM yang akan dicapai sesuai Rencana Strategis periode 2015-2019 adalah:

Misi

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, telah disusun Misi Badan POM yang langkah-langkah

untuk mencapai visi, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk

melindungi masyarakat.

Pengawasan Obat dan Makanan Merupakan pengawasan secara komprehensif
mencakup standarisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi
dan distribusi, sampling dan pengujian produk serta penegakan hokum. Dengan
penjaminan mutu produk obat dan makana yang konsisten, yaitu memenuhi standar
aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu, diharapkan Badan POM mampu melindungi
masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban Badan POM,
maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalnya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan obat dan makanan semakin tinggi, sementara
sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan
tugas. Untuk itu pengawasan obat dan makanan seharusnya didesain berdasarkan

analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara
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proposional untuk mencapai tujuan sasaran strategis ini.

Untuk menghadapi tantangan itu diperlukan SDM yang professional, handal, adaptif, dan
inovatif karena perubahan lingkungan strategis terkadang tidak dapat diprediksi dan
membutuhkan penanganan yang segera. Peningkatan kompetensi SDM harus seiring
dengan perubahan lingkungan strategis. Badan POM juga harus senantiasa bekerja sama
dengan organisasi sejenis di luar negeri sehingga selalu terinformasi dengan perubahan
terbaru kondisi pengawasan obat dan makanan di luar negeri serta penanganan yang

telah dilakukan.

2. Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan obat dan
makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan.
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan POM tidak dapat berperan sebagai single
player, diperlukan koordinasi dan kerjasama atau kemitraan dengan berbagai pihak.
Kebijakan pengawasan obat dan makanan bersifat nasional. Kebijakan ditetapkan oleh
Badan POM Pusat dan diselenggarakan oleh Balai Besar dan Balai POM serta Loka POM
di seluruh Indonesia. Produk yang dinyatakan tidak memenuhi syarat harus ditarik dari
peredaran di seluruh Indonesia tanpa ada Batasan wilayah geografis. Hal ini menjadi
tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan di daerah, Badan POM harus
bersinergi dengan lintas sector terkait, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan
efektif dan efisien dalam upaya melindungi masyarakat dan meningkatkan daya saing.
Badan POM juga menjalin kemitraan dengan pemangku kepentingan terkait kerja sama
lintas sektor, lintas wilayah dan lintas institusi. Kerjasama tersebut dilakukan untuk
meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam memilih obat dan
makanan yang memenuhi syarat dan terhindar dari produk obat dan makanan yang

mengandung bahan berbahaya, palsu atau illegal.

3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Badan POM.
Untuk mewujudkan misi Badan POM yang pertama dan kedua, diperlukan sumber daya
yang memadai. Sumber daya merupakan modal utama pengerak organisasi. Sumber daya
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dalam hal ini terutama terkait dengan sumber daya manusia dan sarana-prasarana
penunjang kinerja. Sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya memaksa
Badan POM untuk mampu mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin agar
dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan.
Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting
untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi. Sumber daya merupakan salah satu
komponen kelembagaan Badan POM yang harus dikelola secara professional. Komponen
kelembagaan yang lain meliputi struktur organisasi, sistem mutu, teknologi informasi,
peraturan perundang-undangan merupakan komponen yang tidak kalah pentingnya

untuk diperkuat dan dikelola secara terencana, sistematis dan professional.
Tujuan Strategis

Dalam rangka mewujudkan visi, melaksanakan misi berdasarkan tugas pokok dan fungsi Biro
Umum dan SDM, ditetapkan tujuan Rencana Strategis Biro Umum dan SDM periode 2015-2019

sebagai berikut:

Tujuan

¢ Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Sumber Daya Badan POM

Indikator

e Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Yang Efektif dan Efisien
¢ Tersedianya SDM yang Memadai dan Kompeten
e Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana sesuai Standar

Tercapainya tujuan ini diindikasikan dengan terwujudnya pengelolaan sumber daya yang efektif
dan efisien, tersedianya SDM yang memadai dan kompeten, terpenuhinya kebutuhan sarana dan

prasarana sesuai standar.
Sasaran Strategis

Sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait.
Dengan demikian, apabila sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan juga

telah dapat dicapai. Rincian sasaran sebagai berikut:
|
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No. Sasaran

1. Meningkatnya
capaian RB BPOM di
lingkup Biro Umum
dan SDM sesuai
roadmap RB BPOM
2015-2019

2 Meningkatnya
kepuasan internal

BPOM terhadap

layanan Biro Umum

dan SDM

3 Terkelolanya sarana
prasarana
penunjang
pengawasan BPOM
dengan baik

4 Terlaksananya

rencana aksi RB

Indikator

Definisi Operasional

Stakeholder/Customer Perpective

Nilai RB  BPOM

Penataan sistem

manajemen SDM

Indeks kepuasan

layanan umum

Indeks kepuasan
layanan

kepegawaian

Nilai  Pengelolaan

BMN BPOM

Pembaharuan pada aspek kelembagaan
atau organisasi, ketatalaksanaan atau

business process, dan SDM aparatur.

Data dan informasi tentang tingkat
kepuasan Unit Kerja Badan POM yang
diperoleh dari hasil pengukuran secara
kuantitatif dan kualitatif atas pendapat
Unit Kerja Badan POM terhadap layanan
umum Badan POM.

informasi

Data dan tentang tingkat

kepuasan SDM Badan POM vyang
diperoleh dari hasil pengukuran secara
kuantitatif dan kualitatif atas pendapat
SDM Badan POM terhadap layanan
kepegawaian Badan POM.

Indikator ini dihitung terhadap nilai aspek
pengelolaan BMN sesuai ketentuan yaitu
utilitas, kepatuhan pelaporan BMN dan

Sertifikasi BMN.

Internal Process Control

Persentase realisasi Berdasarkan perbandingan antara
rencana aksi RB realisasi dengan rencana aksi vyang
BPOM di lingkup direncanakan sesuai monitoring dan
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No.

Sasaran
BPOM di lingkup Biro
Umum dan SDM
Meningkatnya
pengelolaan  SDM

BPOM

Meningkatnya
efektivitas, efisiensi
dan akuntabilitas
pengelolaan sarana

prasarana

Indikator

Biro Umum dan
SDM
Persentase SDM

BPOM yang memiliki
kinerja  berkriteria

minimal baik

Persentase SDM
BPOM yang
ditingkatkan
karirnya sesuai
perencanaan
Persentase  Satker
yang mampu
mengelola BMN
dengan baik
Persentase

pemenuhan Sarana

prasarana
penunjang kinerja
pengawasan Obat

dan Makanan sesuai

kebutuhan

Laporan Kinerja Biro Umum dan SDM TA. 2019

Definisi Operasional
evaluasi pelaksanaan RB di lingkungan
Biro umum dan SDM
Penilaian Kinerja adalah penilaian prestasi
kerja individu yang dihitung dari capaian
sasaran (60%) dan

kinerja pegawai

penilaian  perilaku  (40%).  Kinerja

berkriteria minimal baik adalah nilai
prestasi kerja PNS Badan POM vyang
memiliki nilai > 76.

Berdasarkan perbandingan antara jumlah
SDM BPOM vyang ditingkatkan kariernya
Jumlah SDM

dengan BPOM vyang

direncanakan untuk ditingkatkan
kariernya

Satker dinilai mampu mengelola BMN
dengan baik apabila dapat melaksanakan

seluruh aspek pengelolaan BMN sesuai

ketentuan seperti penggunaan,
penghapusan, pemusnahan dan
pelaporan.

Berdasarkan realisasi sarana prasarana

tersedia dengan perbandingan

yang
sarana prasarana sesuai standar pada
laporan monitoring evaluasi pemenuhan
sarana dan prasarana dilingkungan Badan
POM sesuai SK kepala Badan nomor

HK.02.03.01.08.15. 4015 tahun 2015
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No. Sasaran Indikator Definisi Operasional
tentang standar sarana prasarana kantor
di lingkungan Badan POM
Learning and Growth Perpective
7 Terwujudnya RB Biro Nilai  AKIP  Biro Bersumber dari Nilai Hasil Evaluasi
Umum dan SDM Umum dan SDM Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2015-2019 BPOM oleh KEMEN PAN dan RB

Tabel 1.6 Definisi Operasional Indikator Kinerja

STRATEGI

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran diperlukan strategi yang harus dilakukan antara lain:

1. Melakukan perubahan secara menyeluruh dalam melakukan pengelolaan SDM dan
sarana prasarana penunjang kinerja sesuai dengan grand desainReformasi Birokrasi.

Penataan sistem pengelolaan SDM dilakukan secara komprehensif mulai dari rekrutmen
pegawai, pengisian dan penempatan dalam jabatan, pengembangan pola karier, promosi
dan mekanisme reward and punishment. Berlakunya UU nomor 5 tahun 2014 tentang
ASN mendukung pengelolaan SDM yang lebih profesional, transparan, adil dan sejahtera.
Demikian juga dengan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kinerja yang sesuai
standar. Badan POM menerapkan penatalaksanaan Barang Milik Negara sesuai dengan
Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah. Pengelolaan Barang Milik Negara dilakukan secara efektif, efisien dan

akuntabel sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang berlaku.

2. Revitalisasi SDM dan Manajemen Perubahan.
Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh BPOM, maka
pengembangan SDM sebagai intangible asset harus dijadikan fokus utama dalam
pembangunan. Saat ini BPOM sudah mulai merevitalisasi sistem pengembangan SDM

untuk menghasilkan SDM dengan “hard competency” dan “soft competency” yang
- |
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memenuhi sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis. Manajemen
perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan
mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja di
dalamnya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran agenda perubahan. Untuk
menggerakkan organisasi dalam melakukan perubahan, BPOM telah membentuk agent
of change sebagai role model serta forum inovasi bagi pembelajaran atau pengembangan
budaya inovasi dalam proses perubahan yang dilakukan. Komitmen dan keterlibatan
pimpinan dan seluruh pegawai BPOM secara aktif dan berkelanjutan merupakan unsur
pendukung paling utama dalam perubahan pola pikir dan budaya kerja dalam rangka

pelaksanaan agenda perubahan.

3. Penerapan Quality Management System (QMS)
Untuk menjamin konsistensi pelayanan dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang
diberikan, sejak tahun 2011 Badan POM telah menerapkan Quality Management System
dan memperoleh sertifikat 1SO 9001:2008 dan berhasil mempertahankannya sampai
tahun 2015. Biro Umum vyang menyelenggarakan berbagai proses bisnis terkait
pengelolaan SDM dan sarana prasarana juga menjadi bagian dari pelaksanaan Quality
Management System Badan POM. Audit Manajemen Kepegawaian untuk memastikan
implementasi terhadap Peraturan Internal tersebut dan tindakan yang dilakukan
terhadap pelanggaran terhadap aturan tersebut sudah dilakukan oleh masing-masing

atasan langsung.

4. Penguatan Pengawasan Internal dan Akuntabilitas Kinerja
Sebagai instansi yang memberikan pelayanan publik, Biro Umum dan SDM harus
menjamin bahwa praktek kolusi, korupsi dan nepotisme tidak dapat ditoleransi atau zero
tolerance. Penguatan pengawasan di Badan POM khususnya di lingkungan Biro Umum
dan SDM bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan
bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) salah satu pengawasannya dengan menerapkan

Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang
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mengatur tentang detil sanksi yang harus dijatuhkan untuk setiap pelanggaran yang
dilakukan oleh seorang pegawai negeri sipil. Penjatuhan sanksi dijatuhkan secara

berjenjang dan bertahap dari yang paling ringan sampai yang paling berat.

PROGRAM

Sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi yang telah diuraikan tersebut untuk mencapai

tujuan, maka seluruh kegiatan Biro Umum dan SDM dirangkum dalam Program vyaitu:

‘Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya”

Program diselenggarakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Biro Umum dan SDM yang telah
ditetapkan sebelumnya. Penjabaran Visi, Misi, dan Tujuan Organisasi ke dalam Program dan

Kegiatan di Biro Umum dan SDM adalah:

ﬁ E PETA STRATEGI BSC LEVEL 0 KEPALA BPOM RI
& ssi. .
g N R e
S 4 Perspektif dan yang aman dan \
il 8 Sasaran Strategis .
E 882, KU :
o Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran | 1. Indeks kepatuhan (compliance index)
g Y terhadap k faat dan mutu pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan
% o Obat dan Makanan 2. Indeks kesadaran masyarakat (awareness
= E index) terhadap Obat dan Makanan aman

E 883, .
ﬁ Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya
pemanfaatan pengetahuan e 5
= penyidikan tindak
kebijakan masyarakat terhadap A
pidana Obat dan
@ pengawasan Obat Obat dan Makanan Makanan
@ dan Makanan aman
g IKU : Indelm“ IKU : Indeks IKU : Rasio tindak IKU : Persentase jumlah penyelesaian
i pemanfaatan kebijakan pengetahuan masyarakat lanjut hasil berkas perkara tindak pidana Obat
z pengawasan Obat dan terhadap Obat dan pengawasan yang dan Makanan sampai dengan tahap 2
E Makanan Makanan aman dilaksanakan terhadap seluruh perkara
= Peraturan Pencegahan Pengawasan Penegakan Hukum

- =

IKU : 857 388,

1. Nilai RB BPOM Terwujudnya RB BPOM Terkelolanya sarana prasarana IKU: Nilai Pengelolaan
2. Nilai AKIP BPOM sesuai roadmap RB penunjang pengawasan BPOM BMN BPOM

PERSPECTIVE

EPOM 2015 - 2019 dengan baik

LEARNING & GROWTH
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PETA STRATEGI BSC LEVEL 1

B
R 4
/1. Nilai RB manajemen perubahan \ . " ( .
2. Nilai RB penataan peraturan perundang- Bspmt.“;:gmr‘ n'ﬂlngmpenglﬂm:n ‘ i
T i $P2. Terkelolanya
E g : pemerintahan yang bersih dan -
= O | 4 NiaiRBpenataan tata laksana bebas dari KKN sesuai penunjang
o E 5. Nilai RB penataan sistem manajemen SOM RB BPOM 2015-2019 pengawasan BPOM
S o | 6 Nuire akuntabiltas lenps bak
— E 7. Nilai RB peningkatan kualitas pelayanan
o a publik
8. Nilai akuntabditas kinerja
9. Nilai opini BPK y,
SP5. Terlaksananya
E rencana aksi RB BPOM di
S . lingkup Sekretariat Utama SP7. Tersedianya peraturan Perundang-
a : Persentase realisasi rencana aksi } Undangan, Advokasi hukum, serta
7} RB BPOM di ingkup Sekretariat Utama Organisasi dan Tata Laksana
E “IKSP: ~
o e 1. per dangan yang
a Tersedianya dokumen bl i yang
w perencanaan, penganggaran, 2. Rasio tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi
5 laporan organisasi dan tata laksana terhadap total
kinerja, dan laporan keuangan rekomendasi
1.Per dok d yoo | SP8. Meningkatnya pengelolaan
diselesaikan tepat waktu BMN BPOM “IKSP:
2P i i, dan | y 1. Persentase layanan hubungan masyarakat yang dipenuhi
kinerja diselesaikan tepat waktu IKSP: persentase satker yang mengelola BMN P daoe fumish <
E — SP13. Tersedianya sarana - [ —
s N SP12. T¢ judnya RB /
g § IKSP: Nitai AKIP sm“;“dmmw prasarana penunjang IKSP: Persentase pemenuhan
o Sekretariat Utama sesuai roadmap RB pengawasan BPOM lingkup sarana prasarana di lingkup
& BPOM 20152019 kesektamaan sesuai | Kesektamaan sesuai perencanaan |
* = £ =
|
PETASTRATEGIBSC LEVEL 2
BIRO UMUM dan SDM BADAN POM
E ] W A i )
Hil i IKK: Miai Pergelolsan
; Hisn: rfnﬂanpg‘cﬁ“ [ I sk kepuman laysnan namsh fangga AU M
e 2. hdsks kepuanan layanan kepegawaian J " o J
L
= SH1. Meninghkatnya cspaian SHE Meninghsings K3 Terkelolanya
IRE BPOM di Bnghup Bire kepiessan internal BPOM SardnS prasarana
Umism dan SOM sesesi terhadap layansn Biro penunjang pengawsssn
'C‘.E roadmap RE BPOM 20152014 Usnim dan SOM BPOM dengen baik
@ 5K, Terlakssnanys K5, Meningkatnya ghatnya efektuitas
E g rencans sksi BB BPOM di pengelclaan SDM EPOM smr:‘dm .h_.::,"h
25 lingkup Bg':hum dan pengelolaan sarana prasarang
= — ~  ((m ™y kK ™
% |KK: Parsandase raslisasi 1.Perusritzse SOMBPOM yang memillh hinera 1 Perantza Sakar yang mampu mengsiola BN
E rencana aksi RE BPOMdi berkiteria miimal beik dengan bak
£ ingkup Bira Umum dan SOM  Persertase SOMBPOM yang daingkathsn 2Faranizme pameruhan sarana prasarsna
g karirnys sesusi perencanaan perunjang kinerja pengawasan Cbat dan Makanan
A\ 9 hebuduhan J
e -
-
g SKE Terwujudnys RE Biro Usum IR Nila AKIP Bro
= dan SOM 2015.2019 Urmum dan SOM
E A
3 I

Tabel 1.7. Penjabaran Visi, Misi dan Tujuan Organisasi ke dalam Program dan Kegiatan di Biro

Umum dan SDM

I
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Rencana Kinerja Tahunan 2019

Biro Umum dan SDM Badan POM telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2019 terutama

menyangkut kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran sesuai

dengan program pada tahun 2019. Selain itu, Biro Umum dan SDM Badan POM juga telah

menetapkan indikator kinerja untuk masing-masing sasaran. Rencana Kinerja Tahunan terdiri

dari format yang menghubungkan sasaran dan indikator kinerja yang akan digunakan dalam

pengukuran capaian sasaran, serta target yang akan dicapai. Rencana Kinerja Tahunan tersebut

selain sebagai bentuk penjabaran langkah-langkah pencapaian sasaran, juga digunakan sebagai

acuan

program/kegiatan.

untuk penyusunan

rencana anggaran

Perjanjian Kinerja Tahun 2019

yang dibutuhkan

untuk pelaksanaan

2015-2019

TARGET
NO PERSPEKTIF SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TAHUNAN
1 2 3 4 5
1 Customer . . .
Menlngkatnya Ca}panan RB BPOM_ di Nilai RB BPOM Penataan Sistem
Lingkup Sekretariat Utama Sesuai Manaiemen SDM 13,22
Roadmap RB BPOM 2015-2019 J
Terkelolanya Sarana Prasarana
Penunjang Pengawasan BPOM dengan Nilai Pengelolaan BMN BPOM 72,00
Baik
Indeks Layanan Umum 3,20
Meningkatnya Kepuasan Internal BPOM
Terhadap Layanan Biro Umum & SDM
Indeks Layanan Kepegawaian 3,20
2 Internal Process Terlaksananya Rencana Aksi RB BPOM Persentase I.?e.allsam Rgncana Aksi
di Lingkup Biro Umum & SDM RB BPOM di Lingkup Biro Umum 100%
gkup dan SDM
Persentase ASN BPOM yang
Memiliki Kinerja Berkriteria Minimal 85%
Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya [Baik
BPOM Persentase ASN BPOM yang
Ditingkatkan Kariernya Sesuai 72%
Perencanaan
Persentase Satker yang Mampu 87%
Mengelola BMN dengan Baik
Meningkatnya Efektivitas, Efisiensi, dan
Qkuntablllt%splz;e’\;l]gelolaan Sarana dan Persentase Pemenuhan Sarana
rasarana Prasarana Penunjang Kinerja 90%
Pengawasan Obat dan Makanan °
Sesuai Standar yang Direncanakan
3 Learning & Growth f f
Terwujudnya RB Biro Umum dan SDM Nilai AKIP Biro Umum & SDM 81
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Perhitungan capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara mebandingkan antara target dan

realisasi sebagaimana rumus dibawah ini:

% Capaian = (Realisasi/Target) x 100%

Sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator sasaran strategis, pencapaian sasaran ditentukan
dengan menghitung presentase capaian. Sedangkan untuk sasaran strategis yang memiliki lebih
dari 1 (satu) indikator, maka diberikan pembobotan untuk masing-masing indikator. Untuk
Sekretariat Utama, masing-masing indikator memiliki bobot yang sama. Khusus untuk IKU,
memiliki bobot 2 (dua) kali dibandingkan indikator yang lain. Berikut adalah rumus perhitungan

Nilai Pencapaian Sasaran (NPS):

Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) = {(bobot x %capaian). + (bobot x %capaian). + (bobot x

Untuk memperoleh kesimpulan pencapaian sasaran strategis, digunakan kriteria berdasarkan

capaian indikator, sebagai berikut:

X = Capaian
Target Indikator

-

Tidak dapat
disimpulkan

x>120%

Sangat Baik
110% < x £ 1209

Baik
90% < x<110%

Cukup
70% < x < 90%

Kurang

50% < x <
70%

Sangat Kurang
<50%

Penetapan ini bertujuan untuk:

1. Mencegah penetapan target kinerja tahunan yang rendah
2. Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.

I
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Pengukuran efisiensi kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap

standar efisiensi (SE) yang diperoleh.

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi.
Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang

diperoleh dengan menggunakan rumus:

I
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BAB Il

AKUNTABILITAS

A. Capaian Kinerja Organisasi

I. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing
pernyataan kinerja sasaran strategis Biro Umum dan SDM guna memberikan gambaran lebih
lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis
capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2019 terhadap
target yang telah ditetapkan, membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2019
dengan tahun lalu, membandingkan realisasi kinerja tahun 2019 dengan target jangka menengah
yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis, analisis atas efisiensi penggunaan sumber
daya serta melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan

kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Biro Umum dan SDM menyusun perjanjian kinerja tahun 2019 yang terdiri dari 7 sasaran dan 10
indikator kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Biro Umum dan SDM telah
berhasil mencapai 5 (enam) sasaran strategis yang telah ditetapkan dan 1 (satu) sasaran yang
tidak tercapai serta 1 (satu) sasaran dengan satu indikator yang tidak dapat disimpulkan dilihat

dari nilai pencapaian sasaran.
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Pengukuran Kinerja Biro Umum dan SDM

Periode Januari — Desember 2019

SDM 2015-2019

SDM

Nilai
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target | Realisasi | Pencapaian Kriteria
sasaran
Meningkatnya capaian RB BPOM di
Nilai RB BPOM Penataan Tidak dapat
1. lingkup Sekretariat Utama sesuai 13.22 N/A N/A
Sistem Manajemen SDM disimpulkan
roadmap RB BPOM 2015-2019
Terkelolanya sarana prasarana
Nilai Pengelolaan BMN
2. penunjang pengawasan BPOM 72.00 77.46 107,58% Baik
BPOM
dengan baik
Meningkatnya kepuasan internal Indeks Layanan Umum 3.20 3.29 102.81% Baik
3. BPOM terhadap layanan Biro Indeks Layanan
3.20 3.27 102,18% Baik
Umum dan SDM kepegawaian
Persentase realisasi
Terlaksananya rencana aksi RB
rencana aksi RB BPOM di
4. BPOM di lingkup Biro Umum dan 100% 99.48% 99.48% Baik
lingkup Biro Umum dan
SDM
SDM
Persentase ASN BPOM
yang memiliki kinerja 85% 97.93% 115,21% Sangat Baik
Meningkatnya pengelolaan berkriteria minimal baik
5.
Sumber daya BPOM Persentase ASN BPOM
yang ditingkatkan karirnya 72% 87.53% 121,56% Sangat Baik
sesuai perencanaan
Persentase Satker yang
mampu mengelola BMN 87% 86,05% 98,90% Baik
dengan baik
Meningkatnya efektivitas, efisiensi
Persentase pemenuhan
6. dan akuntabilitas pengelolaan
sarana prasarana
sarana prasarana . N
penunjang kinerja
90% 100% 111,11% Sangat Baik
pengawasan Obat dan
Makanan sesuai
kebutuhan
Terwujudnya RB Biro Umum dan Nilai AKIP Biro Umum dan
7. 81 70.36 86,86% Cukup

Tabel Pengukuran Kinerja Biro Umum dan SDM Periode Januari — Desember 2019
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Dari tabel Pengukuran Kinerja Biro Umum dan SDM Periode Januari — Desember 2019, terlihat
bahwa pada periode Januari — Desember tahun 2019 terdapat 3 (satu) indikator kinerja dengan
kategori sangat baik, 5 (lima) indikator dengan kategori baik, 1 (satu) indikator dengan kategori
cukup serta 1 (satu) indikator kinerja yang tidak dapat disimpulkan. Hal itu menunjukkan bahwa
dari 7 (tujuh) sasaran strategis dengan 10 (sepuluh) indikator terdapat 5 (lima) sasaran dan 8
(delapan) indikator mencapai target yang telah ditetapkan sedangkan 1 (satu) sasaran tidak

mencapai target serta 1 (satu) sasaran lainnya tidak dapat disimpulkan.
Il. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Realisasi capaian indikator Biro Umum dan SDM tahun 2017, 2018 dan 2019 serta penjelasan

mengenai masing-masing sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Meningkatnya capaian RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama sesuai roadmap RB BPOM
2015-2019
Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator kinerja yaitu nilai RB BPOM penataan

sistem manajemen SDM.

2017 2018 2019 %
Realisasi
Realisasi Realisasi
Target 2019
Indikator 2019 2019
Sasaran Kegiatan % Renstra Terhadap
Kinerja Realisasi Realisasi Target Realisasi terhadap terhadap
Capaian 2020 Target
2017 2018
Renstra
2020
(1) (2) 3) (4) (5) (6) (7)=(6)/(5) (8)=(6)/(3) (9)=(6)/(4) (10) (12)=(6)/(20)
Meningkatnya
Nilai RB
capaian RB BPOM
BPOM
di lingkup
Penataan
Sekretariat Utama 12.92 12.93 13.22 N/A N/A N/A N/A 13.22 N/A
Sistem
sesuai roadmap
Manajemen
RB BPOM 2015-
SDM
2019

Tabel Perbandingan Realisasi Tahun 2019 Terhadap Tahun 2017 dan 2018
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Dilihat dari tabel diatas untuk realisasi indikator Nilai RB BPOM Penataan Sistem Manajemen
SDM belum dapat disimpulkan karena nilai belum diberikan dari Kementrian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Guna mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, dan
birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas dengan terciptanya tata kelola pemerintah
yang baik (good governance), Biro Umum dan SDM melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) sesuai
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 — 2025
dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
2015 -2019.

Pelaksanaan RB BPOM mengacu Road Map RB BPOM Tahun 2015-2019 sebagaimana tertuang
dalam Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.04.1.24.08.15.4097 Tahun 2015 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi BPOM Tahun 2015-2019. Road Map RB BPOM memuat terkait 8 (delapan)
area perubahan, meliputi manajemen perubahan, penguatan pengawasan, penguatan
akuntabilitas kinerja, penguatan kelembagaan, penguatan tata laksana, penguatan sistem
manajemen SDM aparatur, penguatan peraturan perundang-undangan, dan peningkatan
kualitas pelayanan publik. Pada penguatan sistem manjemen SDM, Biro Umum dan SDM
membangun Sistem Merit yang merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan
pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar
belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau
kondisi kecacatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara.

Berdasarkan hasil verifikasi Komisi Aparatur Sipil Negara terhadap penilaian mandiri
implementasi sitem merit, Badan POM memberoleh kategori 4 (skor 329.5) dengan kategori
Sangat Baik. Hal tersebut menunjukan bahwa kebijakan dan manajemen ASN di Badan POM telah
berdasarkan pada kualifikasi kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa
membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status
pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Penilaian Sistem Merit oleh KASN berdasarkan pada

8 kriteria, yaitu Perencanaan Kebutuhan Pegawai, Pengadaan, Pembinaan Karier dan
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Peningkatan Kompetensi, Mutasi, Rotasi dan Promosi, Manajemen Kinerja, Penggajian,

Penghargaan, dan Disiplin, Perlindungan dan Pelayanan ASN serta Sistem Pendukung.

Beberapa upaya yang telah dilakukan Biro Umum dan SDM dalam mencapai keberhasilan

indikator Nilai RB BPOM Penataan Sistem Manajemen SDM adalah:

a. Komitmen Pimpinan yang kuat mengacu pada peraturan perundangundangan.

b. Pembentukan Tim RB Badan POM melalui Keputusan Kepala Badan POM No.
HK.04.1.22.03.18.1314 tahun 2019.

c. Melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam implementasi Reformasi Birokrasi

antara lain Kementerian PAN dan RB, KemenKeu, BKN, ANRI dan BPK dan KASN.

d. Melaksanakan rencana aksi sesuai Road Map RB Badan POM sesuai Keputusan Kepala

Badan POM No. HK.04.1.24.08.15.4097 tahun 2015.

e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta menindaklanjuti hasil monitoring dan
evaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan
reformasi Birokrasi No. 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-
20109.

f.  Menyusun dan menerapkan roadmap pembangunan sistem merit di Badan POM dan
roadmap Arsitektur HRIS serta melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian

(lampiran 10).

g. Menyusun Surat Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.24.kebijakan pola
karir dan manajemen talenta di lingkungan Badan POM serta mutasi sesuai surat
keputusan kepala Badan POM No. HK.02.02.1.24.09.19.3595 Tahun 2019 tentang

Pedoman Manajemen Talenta di Lingkungan Badan POM

h. Menyusun rancangan peraturan Badan POM terkait kebijakan manajemen kinerja dan
rancangan peraturan Badan POM terkait Standar Kualitas Hasil Kerja Jabatan

Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan.
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i. Menyusun darft Peraturan Menteri PAN dan RB terkait Jabatan Fungsional PFM.

2. Terkelolanya sarana prasarana penunjang pengawasan BPOM dengan baik

Sasaran ini diukur menggunakan indikator kinerja yaitu: Nilai Pengelolaan BMN BPOM.

2017 2018 2019 %
Realisasi
Realisasi | Realisasi
Target 2019
Sasaran Indikator 2019 2019
% Renstra | Terhada
Kegiatan Kinerja Realisasi | Realisasi | Target | Realisasi terhadap | terhadap
Capaian 2020 p Target
2017 2018
Renstra
2020
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(6)/(5) (8) (09)=(6)/(10) (10) (12)=(6)/(10)
Terkelolanya
sarana
Nilai
prasarana
Pengelol
penunjang - 69,18 72.00 77.46 107.58% 13.22 N/A 74 104,70%
aan BMN
pengawasan
BPOM
BPOM
dengan baik

Tabel Perbandingan Realisasi Tahun 2019 Terhadap Tahun 2017 dan 2018

Nilai Pengelolaan BMN BPOM dihitung berdasarkan nilai aspek pengelolaan BMN sesuai
ketentuan yaitu rata-rata Nilai Pemusnahan, Penghapusan Barang Usang/Rusak, dan Penetapan

Status Penggunaan BPOM, Nilai Kepatuhan pelaporan BPOM dan Nilai Sertifikasi BMN BPOM.
Perbandingan target dan realisasi:

Berdasarkan tabel indikator kinerja “Nilai Pengelolaan BMN BPOM” tercapai realisasi 77,46% dari
target 72%, sehingga capaian indikator adalah 107,58% masuk ke dalam kategori baik. Realisasi
2019 jika dibandingkan terhadap 2017 Not Available (N/A) karena indikator kinerja tahun 2017
terkait tidak menjadi indikator kinerja tahun 2017 sehingga tidak dapat diukur perbandingan

realisasinya.
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Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta solusi

yang dilakukan:

Kunci keberhasilan pencapaian target Nilai Pengelolaan BMN BPOM yang telah dilakukan Biro

Umum dan SDM, sebagai berikut:

a.

Kegiatan Inventarisasi BMN (Sensus BMN) untuk seluruh satker di lingkungan Badan POM;
Biro Umum dan SDM selaku Pembina BMN Badan POM melaksanakan monitoring dan
evaluasi pelaksanaan inventarisasi BMN tersebut sekaligus memberikan pendampingan
dan pembinaan pengelolaan BMN di seluruh satker, Balai/Balai Besar POM.

Sosialisasi pengelolaan BMN diberikan bersamaan dengan kegiatan Pemutakhiran BMN
Semester | TA 2019 di Jakarta.

Focus Group Discussion (FGD) Pengelolaan BMN di 3 lokasi antara lain Balai Besar POM
(BBPOM) di Manado, BBPOM di Surabaya, BBPOM di Padang yang diikuti oleh Kepala
Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia dan pengelola BMN satker.

Konsolidasi Badan POM dan BPK terkait Pengelolaan BMN dan Barang Bukti Hasil
Penindakan di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur dan Banyuwangi, Jawa Timur.
Pemberian apresiasi kepada satker yang mengelola BMN dengan baik oleh pimpinan

dalam acara Rapat Pimpinan Nasional Tahun 2019.

3. Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan Biro Umum dan SDM

Sasaran ini diukur menggunakan 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

a. Indeks layanan umum

b. Indeks layanan kepegawaian
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2017 2018 2019 %
Realisasi
Realisasi | Realisasi
Target 2019
Sasaran Indikator 2019 2019
% Renstra Terhadap
Kegiatan Kinerja Realisasi | Realisasi | Target | Realisasi terhadap | terhadap
Capaian 2020 Target
2017 2018
Renstra
2020
(1) 2) (3) (4) (5) (6) (7)=(6)/(5) (8) (9)=(6)/(8) (10) (11)=(6)/(10)
Meningkatn
Indeks
ya
Layanan - 3.15 3.20 3.29 102.81% N/A 104.44% 3.25 101.23%
kepuasan
Umum
internal
BPOM
Indeks
terhadap
Layanan
layanan - 3.18 3.20 3.27 102.18% N/A 102.83% 3.22 101.55%
) Kepegaw
Biro Umum
aian
dan SDM
Tabel Perbandingan Realisasi Tahun 2019 Terhadap Tahun 2017 dan 2018
a) Indeks kepuasan layanan umum
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Layanan umum yang dilaksanakan oleh Biro Umum dan SDM diberikan bukan hanya kepada
internal BPOM namun juga pada pihak eksternal, khususnya pada pelayanan publik. Termasuk

dalam lingkup layanan umum diantaranya adalah:

1. Pelaksanaan layanan prasarana fisik seperti pembangunan, pemeliharaan, dan

renovasi bangunan gedung di lingkungan kantor BPOM pusat.

2. Pelaksanaan layanan sarana seperti pemeliharaan alat pengolah data, kendaraan
dinas, serta sarana penunjang lainnya.
3. Pelaksanaan urusan dalam seperti peminjaman ruang pertemuan, antar/jemput

pegawai, peminjaman kendaraan dinas, kebersihan ruang kantor, serta penyiapan
sarana untuk acara seremonial yang bersifat kedinasan dan non kedinasan.

4. Pelaksanaan ketertiban, keamanan dan keselamatan di lingkungan kantor pusat.
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Perbandingan target dan realisasi:

Berdasarkan tabel indikator kinerja “Indeks Layanan Umum” tercapai realisasi 3.29 dari target
3.20. Adapun presentase capaian sebesar 102,81% termasuk kedalam kategori baik. Realisasi
2019 jika dibandingkan terhadap 2017 Not Available (N/A) karena indikator kinerja tahun 2017
terkait tidak menjadi indikator kinerja tahun 2017 sehingga tidak dapat diukur perbandingan

realisasinya.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta solusi

yang dilakukan:

Kunci keberhasilan pencapaian target Indeks Layanan Umum yang telah dilakukan Biro Umum

dan SDM, sebagai berikut:

a. Penyelesaian pembangunan gedung D yang memiliki 8 lantai dibangun dengan tujuan
untuk mendukung kualitas kegiatan pelayanan publik yang berlangsung di gedung
pelayanan publik/ gedung B. Dengan luas lantai mencapai 11.425 m?, gedung D
diestimasikan dapat menampung lebih dari 1000 pegawai. Dilengkapi dengan beberapa
ruang penunjang seperti bank, employee corner, auditorium, dan ruang olahraga, gedung
D diharapkan mampu menunjang kebutuhan pegawai dalam mencapai target kinerjanya.

b. Renovasi ruang rapat Biro Umum dan SDM, dan renovasi ruang Unit Layanan Pengadaan
(ULP)

c. Perencanaan perkuatan struktur gedung F barat. Terdapat beberapa faktor yang
mendukung tercapainya target tersebut seperti:

9 Pelaksanaan yang sesuai dengan prosedur, mulai dari tahap perencanaan,
pangadaan, sampai dengan pengawasan berkala sampai dengan waktu serah
terima.

9 Dukungan dari pihak-pihak terkait, seperti dari pimpinan dan jajaran staf yang
berkompeten.

d. Pengawasan pada setiap pekerjaan sebagai upaya untuk menjamin hasil pekerjaan yang

tepat waktu dan berkualitas baik.
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e. Peningkatan efisiensi pelayanan publik BPOM dengan menyediakan sistem antrian online
yang terintegrasi dengan seluruh layanan publik yang tersedia di gedung pelayanan publik
BPOM.

f. Perluasan jangkauan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) melalui media informasi

digital sepeti videotron, eKiosK dan video wall .

Namun demikian mengingat lingkup pekerjaan pada layanan rumah tangga yang luas, dibutuhkan
jumlah sumber daya manusia yang lebih banyak dari yang ada saat ini. Tambahan SDM dengan
kompetensi tertentu dinilai perlu guna menunjang pencapaian target pada layanan rumah tangga

Biro Umum dan SDM.

b) Indeks Kepuasan layanan Kepegawaian

Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian merupakan data dan informasi tentang tingkat
kepuasan SDM Badan POM yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan
kualitatif atas pendapat SDM Badan POM terhadap layanan kepegawaian Badan POM

berupa:

1. Layanan Pengelolaan Kinerja
Pengelolaan kinerja sebagai hasil pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kinerja
dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Kinerja merupakan hasil pelaksanaan tugas
pegawai dalam periode tertentu. Layanan pengelolaan kinerja dilaksanakan oleh Biro
Umum dan SDM dalam rangka pencapaian indeks layanan kepegawaian yang lebih baik
melaui kegiatan seperti asitensi dan monitoring penyusunan SKP kepada seluruh SDM di
Badan POM, pemberian penghargaan (satya lencana, pegawai teladan), proses disiplin

PNS, proses konseling PNS, pengelolaan gaji dan tunjangan pegawai.

2. Layanan Pengelolaan Karier SDM
Merupakan langkah dalam mengelola karier setiap SDM ke depannya, Biro Umum dan

SDM melakukan kegiatan pengelolaan karier SDM yang terdiri dari Kenaikan Pangkat,
|
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Kenaikan Jabatan, Mutasi/Pindah, Analisa Beban Kerja,Pengangkatan atau
Pemberhentian kedalam atau dari Jabatan Struktural/Fungsional, Pencantuman Gelar
dan Pensiun. Dalam pengelolaan karier SDM pengajuan usulan sudah menggunakan
layanan aplikasi berbasis web yaitu SISFO yang dapat diakses melalui SIASN.
3. Layanan Pengelolaan Sistem Informasi SDM

Informasi yang dibutuhkan terkait SDM dapat diakses oleh pegawai dalam rangka
melaksanakan tugasnya. Data diri pegawai dapat diakses pada aplikasi SIASN. Setiap kali
terdapat perubahan data diri pegawai, baik karena kenaikan pangkat, mutasi,
pengangkatan/pemberhentian ke dalam/dari Jabatan Struktural/Fungsional akan
diupdate pada aplikasi SIASN. Dengan adanya system informasi SDM dapat
memudahkan setiap unit kerja dalam mengakses data dan informasi terkait pegawai

sesuai dengan yang dibutuhkan.
Perbandingan target dan realisasi :

Berdasarkan tabel indikator kinerja “Indeks Layanan Kepegawaian” tercapai realisasi 3.27 dari
target 3.20. Adapun presentase capaian sebesar 102,81% termasuk kedalam kategori baik.
Realisasi 2019 jika dibandingkan terhadap 2017 Not Available (N/A) karena indikator kinerja
tahun 2017 terkait tidak menjadi indikator kinerja tahun 2017 sehingga tidak dapat diukur
perbandingan realisasinya.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta solusi
yang dilakukan:

Kunci keberhasilan pencapaian target Indeks Layanan Kepegawaian yang telah dilakukan Biro

Umum dan SDM, sebagai berikut:

1) Monitoring dan Evaluasi Kehadiran Pegawai dalam rangka Penegakan Disiplin
2) Peningkatan Kesejahteraan Pegawai melalui :
a) Pembangunan dan pemanfaatan klinik kesehatan dan klinik psikologi

b) Senam Yoga dan senam kesehatan jasmani
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c) Pelaksanaan seminar-seminar psikoedukasi dengan tema menjaga perkawinan dan
keluarga harmonis ditengah beban kerja yang tinggi, peringatan hari lanjut usia
nasional, parenting di era digital, dan maafkanlah niscaya dadamu lapang.

d) Pemeriksaan MCU untuk pejabat Eselon Il sejumlah 17 pejabat

e) Pemeriksaan urine periode | pada bulan April sebanyak 220 pegawai dalam rangka
implementasi Inpres No.6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan
dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekorsor
Narkotika (RAN P4GN)

3) Pemberian penghargaan kepada pegawai teladan dan pegawai Purnabakti

4) Pengembangan Aplikasi SIASN dengan penyempurnaan fitur e-SKP, e-Cuti dan
penambahan fitur e-tukin.

5) Penggunaan SISFO (Sistem Informasi Jabatan Fungsional) dalam layanan kepegawaian
menggunakan sistem papperless sehingga akan meningkatkan efisiensi layanan
kepegawaian. Feedback usulan kepegawaian di SISFO dapat terima secara langsung oleh
Kepala Unit Kerja, Kelapa Tata Usaha/Kepala Tata Operasional, dan pejabat yang diusulkan
sehingga akan mempercepat layanan kepegawiaan. Layanan kepegawaian yang telah
menggunakan SISFO adalah sebagai berikut:

a) Kenaikan Pangkat/Kenaikan Jabatan

b) Pengangkatan Jabatan (inpassing, perpindahan jabatan, promosi)

c) Pengangkatan Kembali dari JF

d) Pemberhentian Jabatan

e) Mutasi

f) Pensiun

g) Nota Penetapan Angka Kredit JF PFM

h) Feedback Penilaian Daftar Usulan Angka Kredit JF PFM

6) Melakukan penataan arsitektur HRIS SDM yang berbasis pada operasional SDM dengan
mengacu kepada satu platform dan terintegrasi satu dengan yang lainnya seperti

pengembangan SIASN yaitu e-SKP, e-Tukin, dan e-Cuti.
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7) Biro Umum dan SDM bertanggung jawab mengelola dan melakukan pengembangan
aplikasi kepegawaian dengan perbaikan alur data, tampilan, tabel database, dan

pengembangan menu laporan-laporan.

4. Terlaksananya rencana aksi RB BPOM di lingkup Biro Umum dan SDM

Sasaran ini diukur dengan indikator Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM di lingkup Biro

Umum dan SDM.

2017 2018 2019 %
Realisasi
Realisasi Realisasi
Target 2019
Sasaran 2019 2019
Indikator Kinerja % Renstra | Terhadap
Kegiatan Realisasi Realisasi Target Realisasi . terhadap | terhadap
Capaian 2020 Target
2017 2018
Renstra
2020
(1) (2) 3) (4) (5) (6) (7)=(6)/(5) (10) (11)=(6)/(10) (10) (11)=(6)/(10)
Terlaksananya Persentase realisasi
rencana aksi RB rencana aksi RB
BPOM di lingkup | BPOM di lingkup 80.00% 85.71% 100.00% 99.33% 99.33% 124,16% 115,89% N/A N/A
Biro Umum dan Biro Umum dan
SDM SDM

Tabel Perbandingan Realisasi Tahun 2019 Terhadap Tahun 2017 dan 2018

Perbandingan target dan realisasi

Berdasarkan tabel indikator kinerja “Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM di lingkup Biro
Umum dan SDM” tercapai realisasi 99.33% dari target 100%. Adapun presentase capaian sebesar
99.33% termasuk kedalam kategori baik. Realisasi indikator ini tidak mencapai target yang

ditetapkan karena adanya kebijakan supra sistem dalam penyelenggaraan CPNS TA 2019.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta solusi

yang dilakukan:
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Dalam rangka meningkatkan realisasi capaian indikator Persentase realisasi rencana aksi RB
BPOM di lingkup Biro Umum dan SDM beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Biro Umum dan

SDM antara lain:

1. Melakukan review kebutuhan pegawai melalui Analisis Beban Kerja bersama-sama
dengan Unit Kerja terkait. Kegiatan yang dilakukan dalam review kebutuhan pegawai
adalah monitoring dan evaluasi penyampaian ABK dari Unit Kerja.

2. Penyusunan dan penetapan setiap formasi jabatan meliputi Rekapitulasi ABK per jabatan
dan melakukan updating peta jabatan seluruh Unit Kerja sesuai dengan SOTK baru.
Penyusunan dan penetapan tersebut akan menjadi dasar dalam pengelolaan SDM.

3. Melakukan review penempatan dan redistribusi pegawai.

4. Melakukan review pedoman/kebijakan mengenai perencanaan dan pengelolaan karier
SDM. Salah satunya adalah perubahan Peraturan Kepala Badan POM tentang Pedoman
Mutasi untuk PNS di Lingkungan Badan POM

5. Monitoring dan evaluasi pengelolaan karier pegawai dilakukan terhadap pengelola
kepegawaian guna meningkatkan pemahaman dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsi jabatannya.

6. Penyusunan pedoman, penyiapan tools dan metode penerimaan CASN sehingga dapat
melaksanakan rekrutmen CASN secara terbuka dan bebas KKN.

7. Penggunaan aplikasi SIJAPTI dalam proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi mulai dari
pengumuman pembukaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi sampai dengan
Laporan Rekomendasi Hasil sehingga mendapatkan rekomendasi dari KASN.

8. Penggunaan data talent pool dan rekam jejak dalam melaksanakan seleksi internal untuk
pengisian Jabatan Administrasi.

9. Melakukan review Analisis Jabatan, Informasi Jabatan pada seluruh jabatan yang ada di
Badan POM.

10. Pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi kepegawaian.

11. Penggunaan aplikasi SISFO dalam pemrosesan layanan kepegawaian meliputi: Kenaikan
Pangkat/Kenaikan Jabatan; Pengangkatan Jabatan; Pemberhentian Jabatan; Mutasi;
Pensiun; Nota Penetapan Angka Kredit JF PFM; Feedback Penilaian Daftar Usulan Angka

Laporan Kinerja Biro Umum dan SDM TA. 2019 41



Kredit JF PFM. Penggunaan aplikasi SISFO dalam pengelolaan layanan kepegawaian
menggunakan sistem paperless sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan percepatan
layanan kepegawaian.

12. Melaksanakan bimbingan teknis/pembinaan Jabatan Fungsional terhadap unit kerja
terkait dalam rangka peningkatan pengelolaan karier pegawai.

13. Pemberian informasi pelayanan kepegawaian melalui media elektronik (e-kios, SIASN,
media sosial)

14. Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional di lingkungan Badan POM. Tujuan kegiatan
ini adalah untuk mengevaluasi efektifitas pelaksanaan kegiatan sekaligus mengevalusi
pemahaman pejabat fungsional terhadap jabatan fungsional yang diampu sehingga
diharapkan dengan kegiatan ini pejabat fungsional di Badan POM dapat meningkatkan
kariernya. Selain hal tersebut dalam kegiatan ini juga dilaksanakan kegiatan diseminasi
maupun pemberian bimbingan teknis sesuai dengan jabatan fungsional yang diampu.

15. Melakukan review penyusunan SKP Tahun 2019

16. Penetapan Peraturan Internal terkait penyusunan SKP dan penilaian prestasi kerja Tahun
2019.

17. Implementasi proses penyusunan SKP dan penilaian prestasi kerja Tahun 2019.

18. Evaluasi proses penyusunan SKP dan penilaian prestasi kerja Tahun 2019.

19. Penetapan Peraturan Internal tentang Disiplin/ Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai.

20. Melakukan penegakkan disiplin pegawai dan Pemberian reward kepada PNS.

21. Internalisasi peraturan terbaru yang terkait dengan kepegawaian.

5. Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM
Sasaran ini diukur menggunakan 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

a. Persentase ASN BPOM yang memiliki kinerja berkriteria minimal baik

b. Persentase ASN BPOM yang ditingkatkan kariernya sesuai perencanaan
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2017 2018 2019 %
Realisasi
Realisasi | Realisasi
Target 2019
Sasaran Indikator 2019 2019
% Renstra Terhadap
Kegiatan Kinerja Realisasi | Realisasi | Target | Realisasi terhadap | terhadap
Capaian 2020 Target
2017 2018
Renstra
2020
(1) @ 3) @) ) (6) (7)=(6)/(5) (8) (9)=(6)/(8) (10) (11)=(6)/(10)
Meningkatn | Persentase
ya ASN BPOM
pengelolaa | yang
n Sumber memiliki 100.00% 86.00% | 85.00% | 97.93% 115,21% 97.93% 113,87% 85% 115,21%
daya BPOM | kinerja
berkriteria
minimal baik
Persentase
ASN BPOM
yang
ditingkatkan
70.00% 88.00% | 72.00% | 87.53% 121,56% 125,04% 99,46% 73.00% 119.90%
karirnya
sesuai
perencanaa
n

Tabel Perbandingan Realisasi Tahun 2019 Terhadap Tahun 2017 dan 2018

a) Persentase ASN BPOM yang memiliki kinerja berkriteria minimal baik

SDM BPOM adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Badan POM. Penilaian kinerja
PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan sistem prestasi dan
sistem karier. Penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat
individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan
manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS. Penilaian kinerja PNS dilakukan secara objektif, terukur,
akuntabel, partisipatif, dan transparan.
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Penilaian Kinerja adalah penilaian prestasi kerja individu yang dihitung dari capaian sasaran
kinerja pegawai (60%) dan penilaian perilaku (40%). Kinerja berkriteria minimal baik adalah nilai

prestasi kerja PNS Badan POM yang memiliki nilai > 76.
Perbandingan target dan realisasi:

Berdasarkan tabel indikator kinerja persentase ASN BPOM yang memiliki kinerja berkriteria
minimal baik tercapai realisasi 97,93% dari target 85,00%, sehingga persentase capaian sebesar

115,21% dengan kategori sangat baik.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta solusi

yang dilakukan:

Kunci keberhasilan pencapaian target indikator kinerja Persentase ASN BPOM yang memiliki

kinerja berkriteria minimal baik adalah:

1. Koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan Unit Kerja/Balai Besar/Balai/Loka POM
dan stakeholder terkait.
2. Evaluasi penyusunan dan penilaian prestasi kerja pegawai pada Unit Kerja/Balai
Besar/Balai/Loka POM
a. Bimbingan Teknis dan Monitoring Evaluasi Kinerja Pegawai
Telah dilakukan Monitoring dan evaluasi penilaian prestasi kerja secara triwulanan
kepada 28 unit kerja pusat dan telah dilakukan bimbingan teknis dan monitoring
evaluasi pengelolaan kinerja melalui aplikasi e-SKP 12 Balai Besar/Balai POM.
b. Melakukan Coaching Clinic kepada Kasie TOP/Kasubbag TU/Pengelola Kepegawaian
tentang peraturan terkait pengelolaan kinerja dan disiplin pegawai.
3. Pemberian tunjangan kinerja pegawai berdasarkan hasil penilaian prestasi kerja per

triwulan, sehingga penilaian SKP lebih tertib dan tepat waktu.

b) Persentase ASN BPOM yang ditingkatkan karirnya sesuai perencanaan

SDM Badan POM yang ditingkatkan kariernya adalah SDM Badan POM yang diangkat dalam

jabatan setingkat lebih tinggi baik dalam jabatan struktural maupun dalam jabatan
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fungsional sepanjang tersedia formasi jabatan. Dalam merencanakan dan mengetahui
jumlah SDM Badan POM yang ditingkatkan kariernya, maka Biro Umum dan SDM perlu
mengidentifikasi formasi jabatan yang tersedia per tahunnya dengan cara mengidentifikasi

jumlah dan jabatan yang lowong dan atau akan lowong.

Perbandingan target dan realisasi:

Berdasarkan tabel indikator kinerja “Persentase ASN BPOM vyang ditingkatkan karirnya sesuai
perencanaan” tercapai realisasi 87,53% dari target 72%, sehingga persentase capaian sebesar

121,56% dengan kategori sangat baik.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta solusi

yang dilakukan:

Kunci keberhasilan pencapaian target indikator kinerja Persentase ASN BPOM yang ditingkatkan

karirnya sesuai perencanaan adalah:

1. Menyelenggarakan Pembinaan Jabatan Fungsional secara berkesinambungan sehingga
dapat mengoptimalkan peranan Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas pokok
dan fungsinya serta dalam mengatasi/mengantisipasi permasalahan/tantangan yang
timbul, memberdayakan pejabat fungsional sebagai rekan/mitra kerja yang bersinergi
dengan unit kerjanya, mengoptimalkan peran Badan POM sebagi Instansi Pembina
Jabatan Fungsional, serta memberikan bekal pengetahuan dan pemahaman yang
mendalam bagi para pemangku Jabatan Fungsional

2. Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional. Kegiatan ini dilaksanakan melalui kegiatan
diseminasi maupun pemberian Bimbingan Teknis dengan berbagai metode seperti
penyampaian materi terkait jabatan fungsional, diskusi, dan simulasi penyusunan DUPAK
dan Desk DUPAK dengan Tim penilai masing-masing Instansi Pembina untuk
mengevaluasi efektifitas pelaksanaan kegiatan sekaligus mengevalusi pemahaman
pejabat fungsional terhadap jabatan fungsional yang diampunya, dilakukan pre dan post

test pada saat monev fungsional berlangsung. Diharapkan dengan kegiatan ini pejabat
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fungsional selain JF PFM di Badan POM juga juga dapat ditingkatkan kariermya sampai
level tertinggi.

3. Kenaikan Pangkat merupakan salah satu indikator peningkatan karier pegawai. Bagi
Pejabat Fungsional, penilaian angka kredit merupakan penilaian prestasi kerja yang
dilakukan secara seksama oleh Tim Penilai. Hasil perhitungan angka kredit Pejabat
Fungsional digunakan untuk menentukan jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk
kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi. Penilaian angka kredit dilakukan
sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun. Selama tahun 2019, telah dilakukan
penilaian angka kredit dan evaluasinya sebanyak 4 (empat) kali, yaitu untuk proses
penilaian angka kredit rutin per semester dan usulan kenaikan pangkat dan/atau jabatan
setingkat lebih tinggi. Untuk Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana, kenaikan pangkat
dilakukan secara periodek dengan meihat TMT kenaikan pangkat terakhir yang sudah
mencapai 4 tahun. Kenaikan pangkat pada tahun 2019 dilakukan sebanyak 2 periode yaitu
di bulan April dan Oktober.

4. Salah satu bentuk pembinaan karier PNS adalah melalui pengangkatan pegawai dalam
jabatan fungsional dan jabatan struktural. Pengangkatan pegawai dalam jabatan
fungsional dilakukan melalui 3 mekanisme, yaitu mekanisme pengangkatan pertama,
mekanisme perpindahan dari jabatan lain dan mekanisme penyesuaian/inpassing.
Pengangkatan pegawai dalam jabatan struktural dilakukan melalui 3 mekanisme, yaitu
rotasi, promosi, dan seleksi terbuka. Jumlah pegawai yang diangkat dalam jabatan
fungsional/struktural pada tahun 2019 adalah 779 orang.

5. Pelaksanaan Seleksi Terbuka secara akuntabel agar terselenggaranya pengisian Jabatan
Pimpinan Tinggi di Badan POM sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan
tersedianya pejabat pimpinan tinggi sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh
organisasi. Untuk rotasi dan promosi jabatan administrasi Badan POM masih melalui
“Baperjakat” (Badan Pertimbangan dalam Jabatan dan Kepangkatan)” yaitu dengan
diputuskan secara internal oleh eselon | dan Tim Penilai Kinerja Badan POM.

6. Penyusunan dan Review Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Analisis Beban kerja dan Peta
Jabatan. Menyusun kebutuhan pegawai lima tahunan, untuk periode 2020 — 2024.
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Berdasarkan arahan KemenpanRB bahwa kebutuhan lima tahunan bersifat statis, dan
tidak dapat dilakukan penambahan kebutuhan pada e-formasi sampai dengan 2024.
Untuk itu, telah dilakukan desk ABK dengan unit pusat dan Balai Besar/Balai POM,
sehingga diharapkan kebutuhan pegawai dalam 5 tahun telah mencakup semua beban
unit dengan memperhitungkan lingstra. Peta jabatan menggambarkan kondisi pegawai di
unit kerja, meliputi: data jumlah kebutuhan dan jumlah pegawai eksisting per jabatan per
unit kerja, sehingga menggambarkan kekuatan pegawai di unit tersebut. Telah diterbitkan
Surat Keputusan kepala BPOM Nomor HK.04.1.242.06.19.1806 Tahun 2019 tentang Peta
Jabatan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2019. Peta tersebut menjadi dasar
pengusulan kebutuhan pegawai di tahun 2019.

7. Telah Melaksanakan Bimbingan Teknis Pengelolaan Karier Pegawai di Badan POM untuk
memberikan pemahamanan mengenai tujuh layanan kepegawaian (Pengangkatan dalam
Jabatan, Pemberhentian dalam Jabatan, Analisis Beban Kerja, Pencantuman Gelar,
Mutasi, Pensiun, Kenaikan Pangkat & Jabatan) yang ada di Bagian Perencanaan dan
Pengelolaan karier SDM.

8. Telah dilakukan pembahasan mengenai redistribusi pegawai dari Loka POM ke Balai
Besar/Balai POM asal. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari redistribusi pegawai di
tahun 2018 dimana sebagian pegawai dari Balai Besar/Balai POM ditugaskan sementara
ke Loka POM yang baru dibentuk pada tahun tersebut. Redistribusi pegawai dari Loka
POM ke Balai Besar/Balai POM asal dilakukan berdasarkan telah terisinya kebutuhan
kebutuhan pegawai Loka POM melalui rekruitmen CPNS Tahun Anggaran 2018.

9. Padatahun 2019, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(PAN-RB) menggelar Malam Anugerah ASN 2019. Pada ajang penghargaan tersebut
Badan POM mendapatkan anugerah The Most Innovative Institution. Melalui ajang
penghargaan ini, menunjukkan bahwa dalam manajemen PNS yang telah di lakukan
Badan POM sudah memberikan perubahan lebih baik lagi sehingga diharapkan dapat
meningkatkan efektifitas pelayan pengelolaan karier yang dilakukan oleh Biro Umum dan

SDM.
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6. Meningkatnya efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan sarana prasarana

Sasaran ini diukur menggunakan 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

a. Persentase satker yang mampu mengelola BMN dengan baik

b. Persentase pemenuhan sarana prasarana penunjang kinerja pengawas obat dan makanan

sesuai standar yang direncanakan.

2017 2018 2019 %
Realisasi
Realisasi Realisasi
Target 2019
Sasaran 2019 2019
Indikator Kinerja Renstra Terhadap
Kegiatan Realisasi Realisasi Target Realisasi % Capaian terhadap terhadap
2020 Target
2017 2018
Renstra
2020
(11)=(6)/(2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(6)/(5) (8)=(6)/(3) (9)=(6)/(4) (10) 0
Persentase Satker yang
Meningkatny | mampu mengelola BMN 100.00% 86.00% 87.00% 86.05% 98,90% 86.05% 100,05% 89.00% 96.68%
a efektivitas, dengan baik
efisiensi dan Persentase pemenuhan
akuntabilitas sarana prasarana
pengelolaan penunjang kinerja
85.00% 70.62% 90.00% 100.00% 111,11% 85.00% 70.62% N/A N/A
sarana pengawasan Obat dan
prasarana Makanan sesuai
kebutuhan

Tabel Perbandingan Realisasi Tahun 2019 Terhadap Tahun 2017 dan 2018

a) Persentase Satker yang Mampu Mengelola BMN dengan Baik

Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas

beban Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengelolaan

Barang Milik Negara/Daerah meliputi Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran; Pengadaan;

Penggunaan; Pemanfaatan; Pengamanan dan pemeliharaan; Penilaian; Pemindahtanganan;

Pemusnahan; Penghapusan; Penatausahaan; serta Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Satker dinilai mampu mengelola BMN dengan baik apabila dapat melaksanakan seluruh aspek

pengelolaan BMN sesuai ketentuan. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna

Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMN yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi
|
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yang bersangkutan. BMN yang digunakan harus ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola

Barang pada instansi yang menguasai BMN tersebut (PMK 246/PMK.06/2014).
Perbandingan target dan realisasi:

Berdasarkan tabel indikator kinerja “Persentase Satker yang mampu mengelola BMN dengan
baik” tercapai realisasi 86.05% dari target 87.00%, sehingga persentase capaian sebesar 98,90%
dengan kategori baik. Realisasi indikator ini tidak mencapai target yang ditetapkan karena
kurangnya kemampuan SDM khususnya Pengelola BMN, selain itu hal ini disebabkan satker
kurang tertib dalam pelaksanaan pengelolaan BMN terutama penghapusan BMN, pemusnahan

BMN, dan penetapan status penggunaan BMN

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta solusi

yang dilakukan:

Dalam rangka meningkatkan realisasi capaian indikator Persentase Satker yang mampu
mengelola BMN dengan baik, beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Biro Umum dan SDM

antara lain:

1. Peningkatan kompetensi teknis substantif maupun sertifikasi pengelolaa BMN

2. Intensifikasi pembinaan terhadap pengelola BMN pada satker BPOM dan melaksanakan
tindak lanjut terhadap inventarisasi (sensus) BMN untuk seluruh Satker di lingkungan Badan
POM

3. Pembinaan berbagai proses pengadaan, penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan,
penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan,

pengawasan dan pengendalian BMN di seluruh Satker di BPOM.

b) Persentase pemenuhan sarana prasarana penunjang kinerja pengawasan Obat dan
Makanan sesuai kebutuhan

Pemenuhan sarana prasarana penunjang kinerja pengawasan Obat dan Makanan sesuai

kebutuhan merupakan hal yang mutlak untuk dipenuhi karena akan berdampak pada

peningkatan kinerja dan kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengawas Obat dan Makanan. Hal-

hal yang terkait dengan pemenuhan sarana dan prasarana meliputi:
|
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1. Sarana adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses
penyelenggaraan tugas dan fungsi pekerjaan.

2. Prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi sebagai penunjang
proses penyelenggaraan tugas dan fungsi pekerjaan.

3. Standar Sarana dan Prasarana Kantor adalah ukuran baku bangunan kantor, ruang
kantor, perlengkapan kantor, dan kendaraan dinas.

4. Ruang Kantor adalah ruang yang dapat digunakan untuk beraktifitas pejabat/pegawai
dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan
tugas dan tanggung jawabnya.

5. Ruang Penunjang adalah ruang yang berfungsi menunjang pelaksanaan pekerjaan
secara tidak langsung.

6. Perlengkapan Kantor adalah seperangkat alat penunjang kerja bagi pimpinan/pegawai
sesuai dengan kebutuhan.

7. Rumah Dinas adalah bangunan gedung beserta kelengkapannya untuk tempat tinggal
bagi pejabat tertentu dalam masa tertentu.

8. Kendaraan Dinas adalah sarana kerja berupa alat transportasi yang digunakan untuk

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pekerjaan.
Perbandingan target dan realisasi:

Berdasarkan tabel indikator kinerja “Persentase pemenuhan sarana prasarana penunjang kinerja
pengawasan Obat dan Makanan sesuai kebutuhan” tercapai realisasi 100.00% dari target 90.00%,

sehingga persentase capaian sebesar 111,11% dengan kategori sangat baik.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta solusi

yang dilakukan:

Kunci keberhasilan pencapaian target indikator kinerja Persentase pemenuhan sarana prasarana

penunjang kinerja pengawasan Obat dan Makanan sesuai kebutuhan adalah:

1. Rencana pengadaan yang telah disesuaikan dengan peta kebutuhan sarana dan

prasarana, meliputi tahapan sebagai berikut:
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a. Membuat daftar rencana kebutuhan sarana dan prasarana

b. Mengkaji daftar rencana kebutuhan sarana dan prasarana

c. Memberikan daftar rencana pengadaan sarana dan prasarana pada kegiatan

rencana kebutuhan barang milik negara (RKBMN).

2. Penentuan jadwal pengadaan yang baik pada masing-masing jenis pos pengadaan sarana

dan prasarana.

7. Terwujudnya RB Biro Umum dan SDM 2015-2019

Sasaran ini diukur dengan menggunakana indikator Nilai AKIP Biro Umum dan SDM.

2017 2018 2019 Target %
Renstra Realisasi
Realisasi Realisasi
2020 2019
2019 2019
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja % Terhadap
Realisasi Realisasi Target Realisasi terhadap terhadap
Capaian Target
2017 2018
Renstra
2020
(7)=(6e)/( (8) (9)=(6)/(8) (10) (12)=(6)/(2
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
5) 0)
Terwujudnya RB
Nilai AKIP Biro Umum
Biro Umum dan 71.45 73.29 81.00 70.36 86,86% 98,47% 96,00% 81 86.86%
dan SDM
SDM 2015-2019

Tabel Perbandingan Realisasi Tahun 2019 Terhadap Tahun 2017 dan 2018

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan
penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil
yang lebih baik. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi
yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra
kerja Inspektorat Utama. Nilai AKIP Biro Umum dan SDM diperoleh dari hasil evaluasi AKIP yang
terdiri dari penjumlahan 5 komponen penilaian antara lain:

1. Perencanaan Kinerja (30%)
|
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2. Pengukuran Kinerja (25%)
3. Pelaporan Kinerja (15%)
4. Evaluasi Internal (10%)

5. Capaian Kinerja (20%)

Perbandingan target dan realisasi:
Berdasarkan tabel Nilai AKIP Biro Umum dan SDM pada tahun 2019 adalah sebesar 70,36%
dengan target 81% dengan persentase capaian sebesar 86,86% masuk kedalam kategori cukup.

Realisasi indikator ini tidak mencapai target yang ditetapkan, karena hal sebagai berikut:

1. Penyajian informasi dengan sistematis dan penyajian pengukuran kinerja yang kurang
sistematis.

2. Belum adanya mekanisme pengumpulan data kinerja yang memadai dan belum
mengimplementasikan pemantauan kinerja secara berkelanjutan dan berjenjang serta
menunjang penerapan manajemen kinerja.

3. Hasil evaluasi belum disajikan didalam laporan AKIP sebagai umpan balik bagi
penyempurnaan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja.

4. Perlunya justifikasi atau penjelasan tentang hambatan pencapaian target atau adanya
penururnan realisasi dri tahun sebelumnya dan upaya perbaikan yang akan atau telah

dilakukan.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta solusi

yang dilakukan:

Dalam rangka meningkatkan realisasi capaian indikator Nilai AKIP Biro Umum dan SDM, beberapa

upaya yang telah dilakukan oleh Biro Umum dan SDM antara lain:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian dari setiap indikator dan
memaksimalkannya dalam kegiatan yang berjalan selama satu tahun

2. Melakukan perencanaan kinerja tahunan dengan menentukan tujuan dan rencana
strategis

3. Memonitoring pencapaian rencana aksi atas kinerja secara berkala
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4. Memanfaatkan IKU dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran.

5. Menyempurnakan penyajian informasi dengan sistematis dan penyajian pengukuran

kinerja yang lengkap.

6. Menyusun penyelarasan kinerja secara berjenjang/cascading dengan baik sampai dengan

level individu.

7. Mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja.

8. Melengkapi data capaian kinerja dengan disertai justifikasi atau penjelasan tentang

hambatan pencapaian target atau adanya penururnan realisasi dri tahun sebelumnya dan

upaya perbaikan yang akan atau telah dilakukan.

B. Pencapaian Realisasi Kinerja Terhadap Target 2019

Realisasi capaian indikator kinerja tahun 2017 yang N/A karena indikator kinerja tahun 2019

terkait tidak menjadi indikator kinerja tahun 2017 sehingga tidak dapat diukur realisasinya

(tidak terdapat sumber data memadai). Adapun capaian masing-masing indikator kinerja

Biro Umum dan SDM pada tahun 2017, 2018 dan 2019 bila dibandingkan dengan target

kinerja yang ditetapkan pada Renstra tahun 2020 dapat ditunjukan pada tabel berikut ini:

2017 2018 2019
% % %
Target
Realisasi Realisasi Realisasi
No. Sasaran Indikator Renstra
Realisasi | terhadap Realisasi terhadap Realisasi terhadap
2020
target target target
2020 2020 2020
Meningkatnya
capaian RB BPOM
di lingkup Nilai RB BPOM
1. Sekretariat Utama | Penataan Sistem 13.22 12.92 97.73% 12.93 97.80% N/A N/A
sesuai roadmap Manajemen SDM
RB BPOM 2015-
2019
Terkelolanya
sarana prasarana Nilai Pengelolaan
2. 74 N/A N/A 69,18 93.48% 77.46 104,70%
penunjang BMN BPOM
pengawasan
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2017 2018 2019
% % %
Target
Realisasi Realisasi Realisasi
No. Sasaran Indikator Renstra
Realisasi | terhadap Realisasi terhadap Realisasi terhadap
2020
target target target
2020 2020 2020
BPOM dengan
baik
Meningkatnya Indeks Layanan
3.25 N/A N/A 3.15 96.92% 3.29 101.23%
kepuasan internal | Umum
3. BPOM terhadap
Indeks Layanan
layanan Biro 3.22 N/A N/A 3.18 98.75% 3.27 101.55%
kepegawaian
Umum dan SDM
Terlaksananya Persentase
rencana aksi RB realisasi rencana
4. BPOM di lingkup aksi RB BPOM di N/A 80.00% N/A 85.71% N/A 99.33% N/A
Biro Umum dan lingkup Biro
SDM Umum dan SDM
Persentase ASN
BPOM yang
memiliki kinerja 85% 86.95% 102.29% 81.40% 95.76% 97.93% 115,21%
Meningkatnya berkriteria
pengelolaan minimal baik
5.
Sumber daya Persentase ASN
BPOM BPOM yang
ditingkatkan 73.00% 70.00% 95.89% 88.00% 120.54% 87.53% 119.90%
karirnya sesuai
perencanaan
Persentase Satker
yang mampu
89.00% | 100.00% 89.00% 86.00% 96.62% 86,05% 96.68%
mengelola BMN
Sa efektivitas, dengan baik
efisiensi dan Persentase
6. akuntabilitas pemenuhan
pengelolaan sarana prasarana
sarana prasarana penunjang kinerja N/A 85.00% N/A 70.62% N/A 100% N/A
pengawasan Obat
dan Makanan
sesuai kebutuhan
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2017 2018 2019
% % %
Target
Realisasi Realisasi Realisasi
No. Sasaran Indikator Renstra
Realisasi | terhadap Realisasi terhadap Realisasi terhadap
2020
target target target
2020 2020 2020
Terwujudnya RB
Nilai AKIP Biro
7. Biro Umum dan 81 71.45 88.20% 73.29 90.48% 70.36 86.86%
Umum dan SDM
SDM 2015-2019

Dari tabel di atas diketahui bahwa beberpa realisasi indikator telah melebihi target Renstra
tahun 2020 sehingga perlu dilakukan penyesuaian target tahun 2020 untuk indikator pada
sasaran Nilai Pengelolaan BMN BPOM, Persentase ASN BPOM yang memiliki kinerja berkriteria
minimal baik dan Persentase ASN BPOM yang ditingkatkan karirnya sesuai perencanaan dengan

memperhatikan baseline data hasil capaian indikator tahun 2019.

C. Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
Salah satu tugas dan fungsi Biro Umum dan SDM adalah sebagai pengelola layanan pengadaan
barang dan jasa yang termasuk di dalam dungsi pengelolaan BMN. Program dan Kegiatan yang
dilaksanakan Unit Layanan Pengadaan pada Tahun Anggaran 2019 adalah:
1) Program Pelayanan dan Bimbingan Teknis Pengadaan
Penyediaan Pelayanan dan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Badan
POM
2) Program Evaluasi dan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
- Evaluasi dan Monitoring Realisasi Pengadaan di Lingkungan Badan POM
- Kegiatan Pemilihan Penyedia Barang Jasa melalui e-tendering
3) Program Pelatihan
Pokja ULP telah menetapkan SOP Pengadaan Barang/Jasa nomor POM-
14.01/CFM.01/SOP.02 , yang disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa melalui tahap:
1. penyusunan rencana umum pengadaan

2. penyusunan rencana pelaksanaan pengadaan
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3. pelaksanaan tender

Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa melalui Pokja Pemilihan

Menurut data RUP Badan POM tahun 2019, paket yang dilaksanakan melalui penyedia sebanyak
1159 paket dan 252 paket melalui penyedia dalam swakelola. Pelaksanaan Pengadaan melalui
penyedia ataupun penyedia dalam swakelola dalam dilaksankan dengan berbagai macam
metode yaitu melalui e-tender/seleksi, e-purchasing, pembelian melalui toko daring, penunjukan
langsung maupun tender cepat. Dari aplikasi SPSE ver. 4.3 diperoleh data, pelaksanaan
Pengadaan melalui e tender/seleksi dan tender cepat di lingkungan Badan POM adalah sebanyak

204 paket.

Perbedaan data paket pelaksanaan pengadaan melalui penyedia pada RUP dan spse ver. 4.3
disebabkan oleh data dari RUP merupakan data seluruh paket pekerjaan yang dilaksanakan
melalui penyedia baik dengan metode e-tender/seleksi, e-purchasing, pembelian melalui toko
daring, penunjukan langsung maupun tender cepat. Sedangkan paket yang tercatat dalam spse
ver 4.3 hanya data paket yang dilaksankan melalui e-tender/seleksi dan tender cepat. Pengadaan
yang dilaksanakan dengan metode e-purchasing, pembelian melalui toko daring, penunjukan

langsung tidak tercatat dalam aplikasi SPSE ver. 4.3

Adapun Hasil Pengadaan melalui penyedia yang dilaksanakan oleh pokja pemilihan baik melalui
e tender/seleksi, tender cepat maupun penunjukan langsung sebanyak 260 paket seperti dalam
tabel 1. Jumlah Paket Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan.
Untuk paket pengadaan melalui metode penunjukan langsung belum dilakukan melalui spse ver.

4.3.
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Tabel. Jumlah Paket dan Nilai kontrak yang dikarjakan Pokja Pemilihan

Barang Jasa Lainnya Konstruksi Jasa Konsultansi
NO Nama Satker Jumish Total nilai Jumiah Total nilai Jumiah Total nilai Jumish Total nilai
Paket Paket Paket Paket
1 Balai Besar POM di Banda Aceh 4 5.973.548.900 S - -
2 BALAI BESAR POM DI BANDAR LAMPUNG . 4.681.530.275 - - =
3 BALAI BESAR POM DI BANDUNG 7 4.384.587.916 1 1.286.500.000 1 1.340.154.300 =
4 BALAI BESAR POM DI BANJARMASIN 6 7.959.911.300 - 1 17.450.273.000 1 714.590.000
5 BALAI BESAR POM DI DENPASAR 8 8.846.742.300 = - -
6 BALAI BESAR POM DI JAKARTA 4 3.435.844.500 1 495,093.092 = -
7 BALAI BESAR POM DI JAYAPURA 2 6.899.470.000 - - -
) BALAI BESAR POM DI MAKASSAR 8 10.686.357.396 = - -
9 BALAI BESAR POM DI MANADO 6 7.281.990.960 - - 5
10  |BALAI BESAR POM DI MATARAM 7 5.292.475.100 - - -
11  [BALAI BESAR POM DI MEDAN 6 7.911.897.180 2 1.952.731.000 = -
12 BALAI BESAR POM DI PADANG 8 10.887.747.603 - 1 783.000.000 =
13 |BALAI BESAR POM DI PALANGKARAYA 4 4.634.055.900 - - -
14  |BALAI BESAR POM DI PALEMBANG 6 8.963.286.700 - 1 2.577.600.000 -
15  |BALAI BESAR POM DI PEKAN BARU 6 6.752.058.905 5 - _
16  |BALAI BESAR POM DI PONTIANAK 3 6.785.990.300 - - -
17  |BALAI BESAR POM DI SAMARINDA 5 2.748.882.210 = - 5
18  [BALAI BESAR POM DI SEMARANG 9 10.078.632.900 2 1.188.876.000 o -
19  |BALAI BESAR POM DI SERANG 6 3.699.901.975 1 792.853.600 - -
20  [BALAI BESAR POM DI SURABAYA 5 7.508.675.680 3 2.079.212.634 = -
21  [BALAI BESAR POM DI YOGYAKARTA . 7.243.194.200 3 614.349.167 -
22 BALAI POM DI AMBON 4 4.839.290.105 - 1 4.166.705.062 2 689.607.600
23 [BALAI POM DI BATAM 5 3.657.448.190 1 378.500.000 s -
24  [BALAI POM DI BENGKULU 4 3.382.987.747 1 194.251.200 = -
25  |BALAI POM DI GORONTALO 2 2.725.586.314 - - -
26  [BALAI POM DI JAMBI 5 8.163.907.950 = - .
27  |BALAI POM DI KENDARI 4 2.450.324.400 - 1 4.349.973.322 2 377.003.000
28  |BALAI POM DI KUPANG 8 7.491.113.630 - - -
29  [BALAI POM DI MAMUJU 1 3.332.616.480 - - .
30  |BALAI POM DI MANOKWARI 2 3.151.841.828 - 1 4.899.089.900 1 330.880.000
31  [BALAI POM DI PALU 7 7.674.581.640 - - -
32  [BALAI POM DI PANGKAL PINANG 2 2.918.736.600 o - -
33  |BALAI POM DI SOFIFI 1 2.276.472.000 - 1 8.642.577.000 2 1.280.663.750
34  [DEPUTI | BIDANG PENGAWASAN OBAT - 347.312.200 - -
NARKOTIKA PSIKOTROPIKA PREKURSOR !
35  [DEPUTI Il BIDANG PENGAWASAN OBAT - . - .
TRADISIONAL SUPLEMEN KESEHATAN DAN
36  [DEPUTI IIl BIDANG PENGAWASAN - . - .
PANGAN OLAHAN
37  [DEPUTI IV BIDANG PENINDAKAN 1 481.800.000 - - -
38  [INSPEKTORAT UTAMA BADAN POM - 5 1.145.558.000 - -
39  [PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN 3 9.768.271.500 n 11.948.182.120 - -
MAKANAN
40  [PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT 6 1.219.240.000 - - -
DAN MAKANAN NASIONAL
41  [PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA - q 449.339.358 S -
MANUSIA PENGAWASAN OBAT DAN
42 |PUSAT RISET DAN KAJIAN OBAT DAN o - - 1 5.791.720.000
MAKANAN
43 [SEKRETARIAT UTAMA BADAN POM - 23 16.859.453.560 3 85.103.354.070 2 2.032.316.200
Total 186 206.191.000.584 52 39.732.211.931 11 129.312.726.654 1 11.216.780.550
Total Paket yang dikerjakan Pokja 260
Total Nilai kontrak 386.452.719.719
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Grafik. Grafik Perbandingan Nilai Pengadaan Tiap Satker
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Tabel 2. Perbandingan Hasil Pengadaan Tahun 2017-2019

Tahun Barang Jasa Lainnya Jasa Konsultan Konstruksi
2017 311.309.258.310 | 27.110.892.574 6.605.743.560 47.180.808.709
2018 317.599.952.559 | 22.921.827.160 20.648.962.925 19.367.410.473
2019 206.191.000.584 | 39.732.211.931 11.216.780.550 129.312.726.654

Grafik Perbandingan Realisasi Pengadaan TA 2017-2019

Rp350.000.000.000

Rp300.000.000.000

Rp250.000.000.000

Rp200.000.000.000

Rp150.000.000.000

Rp100.000.000.000

Rp50.000.000.000

Rp-

Nilai Pengadaan Barang di tahun 2019 menurun dibandingkan tahun sebelumnya karena ada
sebagian pengadaan barang tersebut dilaksankan melalui e- katalog dan belum semua tercatat

dalam laporan ini.

Untuk Nilai jasa lainnya mengalami kenaikan di tahun 2019 disebabkan selain karena
meningkatnya anggaran untuk belanja jasa lainnya juga karena pelaksanaan pengadaan Cleaning

servis dan jasa pengaman beberapa satker sudah dilaksankan dengan cara e-tender maupun

tender cepat

Barang
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Sedangkan pada Pengadaan konstruksi terjadi lonjakan realisasi pengadaan disebabkan karena

adanya pembangunan Gedung Layanan Publik di Badan POM pada tahun 2019.

Selain keberhasilan dalam pengadaan, ternyata ada beberapa paket yang mengalami gagal

kontrak pada saat Pelaksanaan Kontrak.

tanggal
" TANGGAL % NILAI KONTRAK THD BATAS AKHIR KENDALA/
NO UNITKERIA URAIAN (NAMA PAKET) | VOLUME (unit/M2) |  PELAKSANAAN PENYEDIA NILAI PAGU / HPS NILAI KONTRAK oS TANGGALKONTRAK | NO. KONTRAK PENVELESAAN PERMASALAHAN TINDAK LANJUT
PEMILIHAN PENYEDIA PEKERIAAN 100% (JIKA ADA)
pengadam Alat PT. NURUL PERSADA Sampa batas akhir
PUSAT PENGEMBANGAN PENGUIAN 08 Agustus 20195/d  |GEMILANG PR.01.07.83.09.19.PPK- Kontraktidakada | Putus kontrak dan
1 Laborat Paket 2 13 unit 1.539.530.000 1.219.240.000 79,20 23-Sep-19 84 HK " "
OBAT DAN MAKANAN NASIONAL :3 ‘E’Z‘z;':'[‘”a: etaspse un 16 September 2019 [JI. Raden Inten Duren P 2.044.KTRK satupun Barangyang | diusulkan blacklist
€ Sawit No. 7B Rt. datang
b. Pembangunan Gedung
Laboratorium dan PT. Verbeck Mega Pada tgl akhir kontrak
2 Balai Besar POM di Banjarmasin 1paket 19.829.071.000 16.558.025.000 83,50 26Juli 2019 PL.03.109.07.19.2380 22 Desember 2019 L Putus kontrak
Pelayanan Publik Tahap 2 Perkasa realisasi fisik 80 %
1816m2 spse 4.3
Pembangunan Gedung Pada gl akhir kontrak [Sisa pekerjaan
3 BPOM Kendari Laboratorium Kimia Balai 952 M2 CV. Putra Rukmanasari 4.646.287.000 4.349.973.322,59 93,62 22 Agustus 2019 PR.04.07.115.08.19.187| 19 Desember 2019 € P )
) realisasi fisik 90%  [dilanjutkan tahun 2020
POM di Kendari
Penyedia tidak mampu
menyelesaikan
N
Pembangunan Gedung B B sl
4 BPOM di Ambon Pelayanan Publik BPOM Lpaket 05 Agustus 2019 CV.JusrenJaya | Rp5.195.463.000,00 |  4.166.705.062,11 80,20 02-5ep-19 PLO202.11.1191.09.1|  30Desember2019 | :‘apkanyszmgpm Putus kontrak
Ambon spse 4.3 9.2046 mondupationse 3
dengan realisasi fisik
terakhir 12,90%
Penyedia tidak mampu
menyelesaikan
Pengadaan Pembangunan o Gemilang Utama pekerjaan sampai
5 BPOM di Sofifi Laboratorium BPOM di 1paket 2 Agustus 2019 ’ ’;‘e"g 11.313.300.000 8.642.577.000 76,39 11-Sep-19 PR.01.07.123.09.19.544| 29 Desember 2019 batas waktu Putus kontrak
Sofifi Tahap | pelaksanaan kontrak.
Dengan realisasi akhir
31,73%.
Pengadaan Reagensia dan kb
an Reagensia dar Penyedia tidak bisa
6 Balai POM di Manokwari Media ‘M\kl‘oblobg‘\ Balai 1Paket 12 Maret 2019 CV. ITA Permata Mulia 504.900.000 462.341.828 91,57 15 April 2019 PR.04.03.121.04.19.149 12 Agustus 2019 menyelesaikan
POM di Manokwari TA. 2 ekerjaan
2019 pexer)
KONSTRUKSI FISIK LANTAI
1GEDUNG LABORATORIUM| CV. SATRIA
7 Balai POM di M: k 1Pake 12 Juli 2019 Rp6.124.126.437,00 | Rp4.899.089.900,21] X 201¢ PL.02.01.121.1211.09.1¢ D 201 Realisasi fisik 7( B P ke k
alai POM di Manokwari DN PELAVANAN PUBLIC aket pepeailie p6 3 p 8 80,00 04 September 2019 020 09.19(03 Desember 2019 calisasi fisik 70% utus kontra

(TAHAP 2)
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D. Realisasi Anggaran

Secara umum pelaksanaan pengelolaan keuangan Biro Umum dan SDM selama tahun 2019 telah
diupayakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi instansi pemerintah dan dapat
dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang— Undangan yang
berlaku. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran Biro Umum dan SDM secara lengkap
dan rinci dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pelaporan dan
rekonsiliasi dengan unit KPPN setempat. Adapun hasil pelaporan dan rekonsiliasi ini telah
disetujui dan telah dibuatkan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
antara Biro Umum dan SDM Badan POM dengan KPPN setempat.

Penyerapan anggaran Biro Umum dan SDM tahun 2019 untuk program Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya adalah sebesar 98.21% (Berdasarkan SAS) dan 97.85%

(berdasarkan Om Span) dari jumlah keseluruhan pagu (Rp 309,503,982,000) dengan rincian

sebagai berikut:

Program Pagu Anggaran

(Rp)

Pengadaan Pemeliharaan dan
Pembinaan Pengelolaan Sarana
dan Prasarana Penunjang

73,034,052,000 72,826,126,925 99.72%
Aparatur BPOM (Sekretariat

77
Utama Badan Pengawas Obat 100%
Kegiatan

Dan Makanan)

Pengelolaan SDM BPOM
(Sekretariat Utama Badan 236,469,930,000 231,136,053,223 97.74%

Pengawas Obat Dan Makanan)

TOTAL 309,503,982,000 303,962,180,148 98.21%

|
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Grafik Realisasi Anggaran TA. 2019

* Hingga 31 Desambard01s

=  Pagu Indikatif Biro Umum dan SDM TA. 2019 @ Rp. 309.503.982.000,00

Raalizasi [ 545]

= RFD

» PRealizasi Anggaran hingga 31 Desember 2019:
OM SPAM : Rp. 302, 852.019.148 | 97.85%) / SAS : Rp. 303.962.180.148 [98.21%)

B e —

Realisasi anggaran per sasaran strategis

Nilai
Nilai
Target Realisasi Pencapaian
Indikator Kinerja Target Realisasi Pencapaian
Sasaran Strategis Anggaran Anggaran Sasaran
sasaran

Meningkatnya capaian RB BPOM
di lingkup Sekretariat Utama Nilai RB BPOM Penataan

13.22 N/A N/A 53.285.000 48.891.750 92%
sesuai roadmap RB BPOM 2015- Sistem Manajemen SDM
2019
Terkelolanya sarana prasarana

Nilai Pengelolaan BMN
penunjang pengawasan BPOM 72.00 77.46 107,58% 1.384.303.000 1.358.632.179 98%
BPOM

dengan baik
Meningkatnya kepuasan internal Indeks Layanan Umum 3.20 3.29 102.81% 67.191.024.000 65.249.108.542 97%
BPOM terhadap layanan Biro
Umum dan SDM Indeks Layanan kepegawaian 3.20 3.27 102,18% 2.340.910.000 2.339.714.737 100%
Terlaksananya rencana aksi RB Persentase realisasi rencana
BPOM di lingkup Biro Umum dan | aksi RB BPOM di lingkup Biro 100% 99.48% 99.48% 5.006.040.000 4.949.071.529 99%

SDM

Umum dan SDM
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Nilai

Nilai
Target Realisasi Pencapaian
Indikator Kinerja Target Realisasi Pencapaian
Sasaran Strategis Anggaran Anggaran Sasaran
sasaran
Persentase ASN BPOM yang
memiliki kinerja berkriteria 85% 97.93% 115,21% 153.196.565.000 150.107.633.151 98%
Meningkatnya pengelolaan minimal baik
Sumber daya BPOM Persentase ASN BPOM yang
ditingkatkan karimya sesuai 72% 87.53% 121,56% 4.038.652.000 4.028.927.673 100%
perencanaan
Persentase Satker yang
mampu mengelola BMN 87% 86,05% 98,90% 1.655.450.000 1.522.866.134 92%
dengan baik
Meningkatnya efektivitas,
efisiensi dan akuntabilitas Persentase pemenuhan
pengelolaan sarana prasarana sarana prasarana penunjang
kinerja pengawasan Obat 90% 100% 111,11% 74.539.932.000 74.262.615.937 100%
dan Makanan sesuai
kebutuhan
Terwujudnya RB Biro Umum dan Nilai AKIP Biro Umum dan
81 70.36 86,86% 97.821.000 94.718.516
SDM 2015-2019 SDM 97%
TOTAL 309,503,982,000 303,962,180,148 98.21%

E. Analisis Efisiensi Kegiatan

Efisiensi kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar

efisiensi (SE) yang diperoleh. Indeks efisiensi diukur sebagai berikut:

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input

(dalam laporan ini, capaian input yaitu realisasi anggaran), sesuai rumus berikut :
_ % Capaian Output

T % Caparan Input

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi.
Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu |, yang

diperoleh dengan menggunakan rumus :

% Rencana Capaian Output
SE= = P P

% Rencana Capaian I'nput

=100% =1

Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula

logika berikut :

Jika IE > SE, maka kegiatan dianggap efisien
Jika IE < SE, maka kegiatan dianggap tidak efisien
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Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi
(TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi'ketidakefisienan yang terjadi pada masing-
masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :
TE = IE—SE
- SE

Berdasarkan perhitungan efsiensi penggunaan anggaran terhadap capaian per sasaran

kegiatan, diperoleh informasi sebagai berikut:

Sasaran Rata2 Capaian Target  Indeks Efisisiensi =~ Standar Tingkat Keterangan
Indikator (IE) Efisiensi Efisiensi
Input (%) Output (SE)
(%)
Meningkatnya Capaian 92% 100% 1.09 1.00 0.09 Efisien

RB BPOM di Lingkup
Sekretariat Utama Sesuai
Roadmap RB BPOM
2015-2019

Terkelolanya Sarana 98% 77% 0.79 1.00 -0.21 Tidak Efisien
Prasarana Penunjang

Pengawasan BPOM

dengan Baik

Meningkatnya Kepuasan 97% 103% 1.05 1.00 0.05 Efisien
Internal BPOM Terhadap

Layanan Biro Umum &

SDM

Terlaksananya Rencana 99% 99% 1.00 1.00 0.00 Efisien
Aksi RB BPOM di Lingkup
Biro Umum & SDM

Meningkatnya 98% 93% 0.95 1.00 -0.05 Tidak Efisien
Pengelolaan Sumber

Daya BPOM

Meningkatnya 92% 100% 1.0 1.00 0.09 Efisien

Efektivitas, Efisiensi, dan
Akuntabilitas
Pengelolaan Sarana dan
Prasarana BPOM

Terwujudnya RB Biro 97% 87% 0.90 1.00 -0.10 Tidak Efisien
Umum dan SDM 2015-
2019
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Selain perhitungan efisiensi penggunaan anggaran per sasaran kegiatan, berdasarkan
perhitungan pengukuran efisiensi per kegiatan (sub komponen) Biro Umum dan SDM, diperoleh

informasi sebagai berikut:

Kategori Efisiensi Jumlah Kegiatan

Efisien 76
Tidak Efisien 1

1. Terdapat 76 kegiatan yang telah terealisasi dinyatakan Efisien
2. Terdapat 1 kegiatan yang dinyatakan Tidak Efisien yaitu Pengadaan Alat Pengolah Data dan
Multimedia Biro Kerja Sama. Kegiatan tersebut Tidak Efisien karena terdapat ketidak
sesuaian MAK untuk rencana pengadaan belanja barang (belanja modal).
Seluruh kegiatan Biro Umum dan SDM yang disusun berdasarkan pencapaian sasaran strategis

dan IKU yang ditetapkan, telah tercapai seluruhnya sesuai target yang ditetapkan.
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BAB IV
PENUTUP

Kesimpulan

Tahun 2019 adalah tahun kelima dalam implementasi rencana strategis 2015 -2019 Biro Umum
dan SDM. Biro Umum dan SDM sebagai sistem pendukung organisasi yang bertugas dalam hal
pengelolaan SDM dan pemenuhan sarana prasarana telah mampu berkontribusi secara optimal.
Biro Umum dan SDM Badan POM telah mencanangkan program-program dalam rangka
mencapai tujuan strategis, sehingga visi dan misi yang telah ditetapkan dapat terlaksana.
Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Umum dan SDM Badan POM merupakan
langkah nyata sebagai unit pendukung organisasi sekaligus mempersiapkan solusi atas

permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab aparatur Badan POM.

Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan
tersebut terdapat beberapa kendala dan hambatan, antara lain adanya perubahan kebijakan
serta jumlah sumber daya yang belum memadai dalam pelaksanaan fungsi fasilitasi dan
kooordinasi Biro Umum dan SDM Badan POM. Hal ini merupakan tantangan bagi seluruh pegawai
Biro Umum dan SDM Badan POM untuk meningkatkan kinerja individu sehingga diharapkan

kinerja Biro Umum dan SDM Badan POM sebagai unit kerja juga akan optimal.
Pada tahun 2019 terdapat beberapa keberhasilan Biro Umum dan SDM antara lain:

1. Terkelolanya sarana prasarana penunjang Pengawasan Badan POM dengan baik dengan
nilai pencapaian sasaran 107,58%.

2. Meningkatnya kepuasan internal Badan POM terhadap layanan Biro Umum dan SDM
dengan nilai pencapaian sasaran pada indeks layanan umum sebesar 102,81% dan nilai
pencapaian sasaran pada indeks layanan kepegawaian sebesar 102,18%.

3. Terlaksananya rencana aksi RB Badan POM di lingkup Biro Umum dan SDM sebesar
99,48%.

4. Meningkatnya pengelolaan sumber daya Badan POM dengan nilai pencapaian sasaran

persentase pada indikator ASN Badan POM yang memiliki kinerja berkriteria baik sebesar
|

Laporan Kinerja Biro Umum dan SDM TA. 2019 66



115,21% dan nilai pencapaian sasaran presentase pada indikator ASN Badan POM yang
ditingkatkan karirnya sesuai perencanaan sebesar 121,56%.

Meningkatnya efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan sarana prasarana
dengan nilai pencapaian sasaran pada indikator presentase satker yang mampu
mengelola BMN dengan baik sebesar 98,90% dan nilai pencapaian sasaran pada indikator
persentase pemenuhan sarana prasarana penunjang kinerja pengawasan obat dan

makanan sesuai kebutuhan sebesar 111,11%.

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Biro Umum dan SDM Tahun 2019, dapat disimpulkan

bahwa secara garis besar sasaran strategis yang dirumuskan dalam rencana kinerja 2019 dan

perjanjian kinerja 2019 dapat dicapai. Namun demikian masih terdapat 2 (dua) sasaran yang

belum optimal yaitu:

1. Meningkatnya capaian RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama sesuai roadmap RB BPOM
2015 - 2019. Realisasi indikator Nilai RB BPOM Penataan Sistem Manajemen SDM belum
dapat disimpulkan karena nilai belum diberikan dari Kementrian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

2. Terwujudnya RB Biro Umum dan SDM 2015-2019 dengan indikator kinerja Nilai AKIP Biro
Umum dan SDM mendapat nilai pencapaian sebesar 86,86%.

Saran

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja 2019, perlu dirumuskan beberapa langkah

penting sebagai strategi yang akan dijadikan bahan pertimbangan untuk perumusan rencana

kinerja tahun berikutnya. Langkah yang perlu diambil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Biro

Umum dan SDM, antara lain adalah:

2. Langkah dalam rangka mempertahankan capaian

a.

Melakukan kaji ulang dan perbaikan secara berkesinambungan terhadap Sistem
Manajemen Mutu (QMS) Biro Umum dan SDM dengan berorientasi pada peningkatan
efisiensi dan efektivitas penggunaan segala sumber daya yang tersedia melalui
partisipasi seluruh personil yang terlibat untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis

yang telah ditetapkan sebelumnya.
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b. Mengintensifkan upaya sosialisasi dan edukasi terkait dengan perkembangan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan SDM

dan Barang Milik Negara.

3. Langkah dalam rangka meningkatkan capaian

a. Perlu dilakukan monitoring secara berkala terhadap pencapaian kinerja sasaran yang
terdapat pada Perjanjian Kinerja serta adanya pembagian personil sebagai penanggung
jawab dalam pencapaian target kinerja yang dituangkan dalam penetapan kinerja
individu dan SKP individu

b. Perlu dilakukan reviu terhadap indikator kinerja dan penentuan dasar penetapan target
didasarkan pada baseline data yang telah ada.

c. Perlu mengusulkan restrukturisasi unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) yang
terpisah dari struktur pengelolaan BMNRT agar sesuai amanat Peraturan Presiden No.

16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah

3. Langkah-langkah lain apabila diperlukan
a. Mengembangkan sistem informasi kepegawaian dalam rangka meningkatkan layanan
kepegawaian
b. Mengembangkan sistem dan mengimplementasikan pengelolaan SDM berbasis sistem
merit secara konsisten
c. Meningkatkan pemahaman para pengelola kepegawaian dan pengelola BMN agar dapat
melaksanakan tugasnya dengan optimal
Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja Biro Umum dan SDM tahun 2019 dapat memenuhi
kewajiban akuntabilitas kami kepada para stakeholder dan menjadi sumber informasi dan bahan

pertimbangan dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja di masa mendatang.
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Lampiran 1

Perjanjian Kinerja Tahun 2019

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

JI. Parcetakan Negara No. 23 Jakorta Pusat 10560 Indonesio
Tolp. (021) 4244651, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fox : 4245139
BADAN POM Email ; infopom@indo.net.id; Website : www.pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BIRO UMUM DAN SDM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan
berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dra. Rita Mahyona, Apt., M.Si.
Jabatan  : Kepala Biro Umum dan SDM
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama Dra. Elin Herlina, Apt., MP

Jabatan  : Sekretaris Utama
Selaku atasan langsung pihak pertama yang disebut pihak kedua

Pihak pertama akan berjanji mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam
rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam doumen
perencanaan. Keberhaslan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisl yang diperiukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi,

Jakarta, 26 Februar 2019
Pihak Kedua Pihak Pertama

7.
P

( Dra. Elin Herlina, Apt., MP. ) ( Dra., Rita Mahycna, Apt., M.Si.)

I
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BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

JI. Parcotakon Nagare Na, 23 Jakerta Pusal 10560 Indonesic
Telp. (021) 42444691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fox : 4245139

Email ; infopomBindo.net.id; Website | www pom,go.id

BADAN POM
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BIRO UMUM DAN SDM
NO | PERSPEKTIF SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
BRI Meningkatnya Capaian RB T
BPOM di Lingkup Sekretariat | Nilai RB BPOM Penataan 13.22
Utama Sesuai Roadmap RB | Sistem Manajemen SDM :
BPOM 2015-2019
Meningkatnya Kepuasan Indeks Layanan Umum 3.20
1 | Customer Internal BPOM Terhadap
Layanan Biro Umum & SDM :(' m“’""m 3.20
Terkelolanya Sarana
Prasarana Penunjang Nilai Pengelolaan BMN 72.00
Pengawasan BPOM dengan | BP >
Balk
Terlaksananya Rencana Persentase Realisasi
Aksi RB BPOM di Lingkup Rencana Aksi REB BPOM di 100.00
Biro Umum & SDM Lingkup Biro Umum dan SDM
Persentase ASN BPOM yang
Mgr_niiki Ki)eq'& Berkriteria 86.00
Meningkatnya Pengelolaan | Minimal Baik
Sumber Daya BPOM Persentase ASN BPOM yang
Int Emekaﬂuan Kariernya 72.00
215 “"assi Sesuai Perencanaan N
Persentase Satker yang
Mampu Mengelola BMN 87.00
Meningkatnya Efekfivitas, dengan Baik
Efisiensi, dan Akuntabilitas i P
Pengeloiaan Saerana dan ;afam P:man;hommang
FoS—LDrOn Kinerja Pengawasan Obat 90.00
dan Makanan Sesuai Standar
yang Direncanakan
Leaming & Terwujudnya RB Biro Umum | .
3 | Growth dan SOM 2015-2018 Nilai AKIP Biro Umum & SDM |  81.00
Program Anggaran
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Rp. 213. 908.011.000,00
Tugas Teknis Lainnya BPOM
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rp. 68.468. 001.000,00
Aparatur BPOM

-

( Drt/Elin Herlina, Apt., MP. )

Jakarta, 26 Februari 2019

Pih 'ertama
"

-

( Dra., Rita Mahyona, Apt., M_Si.)
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BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

A Percstokan Negara No. 23 Jokaria Pusat 10560 Indonesio
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : infopom@inda.net.id; Website : www.pom.go.id

BADAN POM
RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BIRO UMUM DAN SDM TAHUN 2019
,PERSPE; INDIKATOR 29 =
NO TF SASARAN PROGRAM KINERJA TARGET REALISASI
i Bl | Bs | BS B12 | B3 |B6| B9 |B12
Meningkatnya Capaian
RB BPOM di Lingkup Nilai RB BPOM
Sekretariat Utama Penataan Sistem - - - 1322
Sesuai Roadmap RB Manajemen SOM
BPOM 2015-2019
Meningkatnya Kepuasan | Indeks Layanan ; a 3.20
1 [Customer |Intemal BPOM Terhadap | Umum
Layanan Biro Umum &
SDM NSNS Layuan || = |=] a2
Terkelolanya Sarana =
Prasarana 5 Nias z . 72.00
Pengawasan BPOM BMN BPOM :
{ dengan Baik |
Tarleksanenye Renosns Realisasi Rencana |
Aksi RB BPOM di Aksi RB BPOM di. [25.00 [50.00 [75.00| 100.00
Lingkup B¥o Umum & Lingkup Biro
g Umum dan SDM
Persentase ASN
BPOM yang
Memubiki Klnoqa 85.00| 85.00| 85.00, 85.00
Meningkatnya g:;km Minimal
Pengeioiaan Sumber ;
Daya BPOM r%emase ASN
mmm 36.00 72.00
Unternal " = N :
2 Kariemya Sesuai
Process Perencanaan
Persentase Satker
yang Mampu - )
BMN 87.00
Meningh Efektiv dengan Baik i
Efisiensi, dan IPB i 'mlu
Akuntabilitas
Pengelolaan Sarana dan | S3ana Prasarana
Prasarana BPOM Peaunjang Kinenja | o5 | 5 | 75 | o0
Pengawasan Obat
dan Makanan
Sesuai Standar
L yang Direncanakan| I
Terwujudnya RB Biro = =
Leaming & Nilai AKIP Biro
3 Growth ;lg‘uglmdanSOM 2015- U & SDM 81.00
Jakarta, 21 Januari 2019
Pi dua Pertama
ot
( Dra. !‘Hedina. Apt., MP. ) ( Dra., Rita Mahyona, Apt., M.Si )
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Lampiran 2

Cascading Peta Strategi Biro Umum dan SDM

CUSTOMER PERSPECTIVE

PETASTRATEGIBSC LEVEL 2
BIRO UMUM dan SDM BADAH POM
WK B e~
W bl RE E20M Penataan 1. bk kepiaman layanan namah langge IKK: iai Pergelotzen
sistlm manajeman S0M [2_ Indeks kepuanan In;-mm kepenawaian J " E'JNEGM J
SH1. Meninghkatnya cspaian SHE Meninghsings K3 Terkelolanya
IRE BPOM di Bnghup Bire kepiessan internal BPOM SardnS prasarana
Umism dan SOM sesesi terhadap layansn Biro penunjang pengawsssn
roadmiap RE BPOM 20152019 Usnum dan SOM BPOM dengan baik

PERSPECTIVE

INTERNAL PROCESS

-

SKE, Meningkatnya
SK4. Terlaksananya SKS. Meningkatnya efektivitas,
rencana aks| RB BPOM di e efisiensi dan akntabilitas
Binghup Birg Umum dan pengelolaan sarana prasarana
e M- ™ KK R
IKIC: Persentase redlisasi 1. Prersertase SOMBPOM yang memilld kinefa 1.Parsanize Sakar yang mampu mengsiola BMN
rencana aksi RE BPOM di berkiteria mnivimal bk dengan bk
ingkug Biro Urnum dan SDM 2 Prerseetase SOMBPOM yang ditingkatkan 2 Pmmkwm P
karirnys sesusi perencanaan ) m“"g ";1: pergananan B“B“_)

LEARN & GROWTH
FERSPECTIVE

........................................................................................ -

-
SkE. Terwujudnys RE Bira Usum X Nila AKF Bro

dan SOM 20152018 Umum dan S0OM )
16
PETA STRATEGIBSC LEVEL 3
Bagian Pengelolaan Kinerja dan Kearsipan BABAN POM
BIRO UMUM dan SDM

CUSTOMER PERSPECTIVE

INTERNAL PROCESS
PERSPECTIVE

SKA. Menguatnya sistem SHK2. Meninghatnya SK3.
manajemen kinerja kepuasan intemnal BPOM Meningkatkan

Aparatur Sipil Megara dan terhadap layanan pengelolaan
Kearsipan BPOM kepegawaian arsip

K4, Terlaksananys SHKS
rencana aksi RB EPOM Terlaksananya SKE. Terlaksananya
di lingksp bagian peningkatan penataan nmiP
pengelciaan kinerja Kinerja ASN Badan POM
dan kearsipan Badan POM,.

'/_ KK P : 7

ner aturan disiplin PNS

ampenuhinya layanan kapagawaian yeng disalesaiken bapat

LEARN & GROWTH
PERSPECTIVE

SKT. Terwujudnya RE bagian
pengelolaan kinerja dan
kearsipan sesual dengan road
map RE BPOM 2015 - 2019
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PETA STRATEGIBSC LEVEL 3

Bagian Perencanaan dan Pengelolaan Karir SDM BABAN POM
BIRO UMUM dan SDM
'G IKK : Milai RE Bidang Penpuatan sisbam IKK : Indaks kapuasan internal BFOM
manajemmen SO Aparatur Sipil Nagara {erhadap layanan kapagawaian
SK2. Meningkatnya
o SK1. Menguatnya sistem kepuasan internal BPOM
manajemen karir Aparatur terhadap layanan
Sipdl Negara BPOM kepagawatan
3 4\
SK3. Terlaksansnya
ﬂ rencana aksi RE BPOM SKE Terlaksananya manajemen
E i Binghup bagisn karir ASN Badan POM,
perencanssn dan
E pengelolaan karir SOM
=
g & IK¥
o B IKK: Persentase reasesi rencana aksi RE BPOM . Persentase: SLIMBROM yany
= d Iinghup bagian perencanaan dan pangelolaan enbase tesperuhinya lyaran ki
karr SDM wikiu

KK . Mia basl evasas)

akuniabinas nstars pemenntah BB

‘SKE. Terwujudnya REB kagian
perencanaan dan pengelolaan
karir DM sesuai dengan road
map RE BPOM 2015 - 2019

Vaan dar
S0

bagiar
pergelolzar

LEARN & GROWTH
PERSPECTIVE

PETA STRATEGIBSC LEVEL 3
Bagian Pengelolaan BMN dan Rumah Tangga BABAN POM
BIRO UMUM dan SDM
E IR Indeks kepuasan mbamal EFUM JKIC: Parsan ' .
IKKK - Kilai RE Bidang Layanan Publk {erhadap layanan Pengalolagn reaniasa unil kana yang
T mengelcla BMM dangan baik
Sarana/Frasarena
SH2. Meningkatnya
& e kepussan internal BPOM K3, Meningkatian
pangaician BN din terhadap leyanan prosentase satker yang
g o R e e e Pengelsissn Sarans mampu mengelcla BMN
E publik di Bngkungan BPOM P — dengan baik
L]

.............. M"""""""""""'
SHKE. Terlaksananya SKE. Terlaksananiys
SK4, Terlaksananya pengelalaan pengadanan SHE. Terlshssnanys
rencana aksi RB EPOMW T barangljaea di pengelotsan BMN di
di lingkup bagian EMN linghkungan Badan Iinghungan Badan lingkungan Badan POM
g FOM. POM sesusi rencans. e

INTERNAL PROCESS
PERSPECTIVE

rancana aks F AT ] KE - prosentsse jmish Saker
inglup bagian pengelolaan yang mergeloks EMN seauai
BMM dan RT auran yang beraku

SKT_ Terwujudnys RE bsgian 1
pengelotssn BMN dan Rumah
Tangga sesual dengan rosd map
RE BPOM 2015 - 2019

LEARN & GROWTH
PERSPECTIVE
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Peta Strategi Bsc Level 4

KK

1.Pamsantase Panununan Pegawal Yang Melanggar Aturan Displn Pns
[Punishrmant)

2 Parsantesa Tapenuhinya Layanan Kepagawaian Yang Disalasakan Tapat
Walitu [SKF Dan Cuti]

Subbagian Pengelolaan Kinerja Dan Disiplin BABAN POM
Biro Umum Dan SDM
IKE. - Kila Rb Subbag Fengalolaan Knpna
E Dan Displin Manajgmean Sdm Aparatur Sipl K - Inclefes Kepuasan Inferral Bpom
Negera Tethadap Layaran Kepeg iar
Sk1. Menguatnya Sistem 8k2. Meningkatnya
Manajemen Kineda Dan Kepuasan Internal Bpom
Dislplin Aparatur Sipil Terhadap Layanan
Negara Bpom Kepagawaian
) Sk, Terlaksaranya
Rencana Aksi Rb mp-?nr::::::hm
Bpom Di Lingkup Kinarja Dan
Subbagisn Disiplin ASN
Pengelalaan Kinerjs Badan POM,
E [Dran Disdplin
o
£

5kT. Terwujudnya Rb Subbagia
Pengelolaan Kinerja Dan

Disiplin Sesuai Dengan Road

Map Rb Bpom 2015 - 2018

Learn & Growth
Parspechive

Peta Strategi Bsc Level 4
Subbagian Kesejahteraan, Gaji Dan Tunjangan BABAN POM
BIRO UMUM Dan SDM
IKK - Wilai RE Bidang Penguatan Sistem IKK - Indeks Kepuasen Intemal BPOM
Manajemen SO Aparatur Sipil Nagara Tarhadap Layanan Kepagawaian
Sk1. Menguatnya Sistem $k2. Meningkatnya
Manajemen Kepuasan Internal BFOM
Kesejahberaan Aparatur Terhadap Layanan
Sipdl Negara BPOM Kepegawaian

Skd. Terlaksansnya 545
Rencans Aksi BB Terlaksananya
EPOM Di L'Tyoup Pengelolaan
Subbagisn - Kesejahteraan
Hesejabieraan, Gaji ASN Badan POM.
[Dan Tunjangan
L

1 Parsaniasa Gay, Tunjangan den K0G8 Pegawal Yang Dibayerken Tepat Waldu
2 Parsantesa Paningkatan Pagawai Yang Menenma Reward

Internal Process Parspactive Customar Parspactive

Sk, Terwujudnya RB
Subbagian Kesejahteraan, Gaji
Dan Tunjangan Sesuai Dengan
Road Map RB BPOM 2015 -
2013

1K : Milai Hasi Eveluasi
Alurdebifias Instensi Pemerntah
RB Subbagian Kasejghtaraen, Gaji
Dian Tunjangan

I
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PETA STRATEGIBSC LEVEL 4
Subbagian Persuratan dan Kearsipan BABAN POM
BIRC UMUM dan SDM

mangjemen SOM Aparatur Sipil Megara XK Persentase il kena loka arsp sesual

kaxlah kearsipar

[ IKK : Nilai RE Bidang P!

CUSTOMER PERSPECTIVE

SK1. Menguatnya sistem
manajemen kearsipan SK2 Meningkatkan
EPOM pengelolaan arsip
SK4. Terlaksananya
SK2. Terlaksansnya rencana shsi manajemen persuratan dan
RE BPOM di lingkup subbsgian kearsipan Badan POM

persuratan dan kearsipan

1. Jumish unit kerja yang melaksanakan panataen arsip saswai
kaidah kearsipan
Jurnieh unit kerja yang malaksanakan pangelolaan parsuratan

IKK: Persentase realsasi rencana aksi RE
BPOM di Inglup subbagian parsuratan dan bl
kaersipan

INTERNAL PROCESS
PERSPECTIVE

KK . Mia basl ey
akuntabiltas instansi

SKT. Terwujudnya RB
subbagian persuratan dan
kearsipan sesual dengan road
map RE BPOM 2015 - 2019

LEARN & GROWTH
PERSPECTIVE

PETASTRATEGIBSC LEVEL 4
Subbag Pengelolaan Karir Jabatan Fungsional
BIRO UMUM dan SOM paBAnpas
'G IKK : Milai RE Bidang Penpuatan sisbam IKK : Indaks kapuasan internal BFOM
manajemmen SO Aparatur Sipil Nagara {erhadap layanan kapagawaian
3 fya
SK1. Menguatnya sistem kepuasan internal BPOM

e manajemen karir jabatan terhadap layanan
g fungsional Aparatur Sipil kepegawalan jabatan
E Negara BPOM fungsional
[

BKE, Terlaksananya
SKI Terlaksananya
m:amﬁHﬁBﬁ;ﬂdl mn:j:nmlcnharlr
alan
Enghup Sub Bagian
pengeldaan ke jabatan F“:f;;l‘:g:'sN
fungsianal .

IKK: Parsaniasa raalisasi
rencana aksi RE BFOMd
Inghup Sub bagian pengalolaan
kanr jabatan fungsional

Mutasi

INTERNAL PROCESS
PERSPECTIVE

‘SKE. Terwujudnya REB kagian
perencanaan dan pengelolaan
karir DM sesuai dengan road
map RE BPOM 2015 - 2019

menniah BB

LEARN & GROWTH
PERSPECTIVE

abatan fue
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PETA STRATEGIBSC LEVEL 4
Subbag Pengelolaan Karir Jabatan Struktural

BIRO UMUM dan SDM paBAnpas
'6 IKK : Milai RE Bidang Penpuatan sisbam IKK : Indaks kapuasan internal BFOM
manajemmen SO Aparatur Sipil Nagara {erhadap layanan kapagawaian
X fya

SK1. Menguatnya sistem kepuasan internal BPOM
e manajemen karir jabatan terhadap layanan
g struktural dan pelaksana kepegawalan jabatan
E BPOM struktural dan pelaksana
L]

SKS Terlaksananya

SPEMT, SPMLL
1#) yang

elsi RE BPOM d ingkup Sub Bagian
pengalalaan kanr jabatan strukdural

ﬂ SK3. Terlaksananya marajemen karir
E rencana aks RE BPOM Jabatan sruktural
di lingkup Sub Bagan dan p-llnh-'ﬂ-l Badan
= E pangakilaan karr o
é o | Pessentase peja nikhural dan pedaksana Alkan kanmya 3 EFENCENEar
E E KK Persentase realsasi rencana 2 Persentase Terper
=

KK . Mia basl evasas)

‘SKE. Terwujudnya REB kagian

LEARN & GROWTH
PERSPECTIVE

perencanaan dan pengelolaan | ssunisbiias nstans pemenntsh RB
karir DM sesuai dengan road Sul Bagiar i
map RE BPOM 2015 - 2019 jabatan struktural

PETASTRATEGIBSC LEVEL 4
Subbag Perencanaan dan Pengelolaan Data SDM
BIRO UMUM dan SDM BABAN POM
'6 IKK : Milai RE Bidang Penpuatan sisbam IKK : Indaks kapuasan internal BFOM
manajemmen SO Aparatur Sipil Nagara {erhadap layanan kapagawaian
SK2. Meningkatnya

i SK1. Menguatnya sistem kepuasan internal BPOM

manajemen karir ASN terhadap layanan
g Badan POM kepagawatan
L]

SK3. Terlaksananya SK4, Terlaksananya
rencana aksi RE BPOM manajemen karir ASN Badan
di lingkup Sub Eagan POM,

Pergncaraan dan
pengeiolasn Diala SOM

| GESIE P aan

A pacda aplikasi berdasarkar

INTERNAL PROCESS
PERSPECTIVE

N 365181 kebitunhan

‘5K5. Terwujudnya REB kagian
perencanaan dan pengelolaan

karir DM sesuai dengan road
map RE BPOM 2015 - 2019
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PETA STRATEGIBSC LEVEL 4
Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian BMN BABAN POM
BIRO UMUM dan SDM

2lja ya

"\
IKK - Milai RE Bidang Layanan Publk - -
[ " e J mengelcla BMM dangan baik ‘

SK1. Menguatnya sistem 5K, Meningkatnya ;

pengelcisan BMM dan kepuasan internal BPOM ,mwm,

Rumah Tangga layanan terhadap layanan mampu mengelcls BN
publik di Bngkungan BPOM Pengadaan barangjasa dengan badk

CUSTOMER PERSPECTIVE

SHE. Terlaksananya
pengelolaan BMN di
Enghungan Badan POM
seual aturan

lingkungan Badan
POM sesuai rencana

perancanpan BMM ssuai afurar
3k i) s rahan BMMN ying

Fes

Inghup subbaman L
Ferencaran dan - 3. Fe ¥ o] el sanal an pansnahanEMM yang
Pengendalan BN o .

INTERNAL PROCESS
PERSPECTIVE

=P BN

BPOM

% E SHT. Terwujudnya RE subbagisn [CE

Perencanan dan Pengendalian 1. Nili hasil evalumi Lapanan Publik subbagian
R BMN sesusi dengan road map RE Parencanan dan Pengendalan BMM
% BPOM 2015 - 2015 2. Wil hail evalumi sabern aluniebilba FE

PETA STRATEGIBSC LEVEL 4
Sub Bagian Penatausahaan BMN BADAN POM

BIRO UMUM dan SDM

E 1 IR Indeks kepuasan mbamal EFUM KK Pa
IKK - Kilai RE Bidang Layanan Pubik {erhadap layanan Pengalalaan e
% Sarana’Praserana mangelcla
Sarana'Praserena
SK1. Menguatnya sistem SK2. Meningat SK3, Meningkatkan

& pangaician BN din kepuasan internal BPOM presentase sather yang
g Rumah Tangga layanan tarhadap layanan mampu mengelola BMN
E publik di Bngkungan BPOM e e dengan badk
L]

A

54 Terlaksananya

rencana aks| RE BPOM SKE. Terlaksananya

di lingkup subbagian pengedalaan EMN &

Penatausahasn BMN Englungan Badan POM
sesual aturan

8 aksi BB BPOM 4
rgkup subbagian
Penatausahaan AMM

INTERNAL PROCESS
PERSPECTIVE

E '
E E SKT. Terwujudnya RB subbagian KK
Penatawsahaan BMN seswual 1. Mila hasil avaluasi Layanan Publi subbagian Penatausahaan
= dengan raad map RE BPOM 2015 - BN
% 219 2. Milai heni avaluas sslemn akuniabibas RS BPOM

I
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PETA STRATEGIBSC LEVEL 4

Sub Bagian Rumah Tangga BABAN POM
BIRO UMUM dan SDM
'G IKK, - Nigi RA Bidang Layanan Pubii IKK : Indaks kepuesan infernal BPOM terhadap
' layanan Pangelclaan Sarana'Prasarena
K1, Menguatnya sisbem 5K, Meningkatnya
o pengedalaan layanan rumah kepuasan internal BPOM
g tangga di Bngkungan BPOM terhadap layanan Rumah
E Tangga
L]

ﬂ BHKE, Terlaksananya
E SK4. Terlaksananya pengelalaan
rencana aksi RB BPOM saranaiprasarana di
di lingkwp subbagian lingkungan Eadan
= Rumah Tangga FOM.
=2
E E LS
a realias remcana aksi RA BPOM 1. Persentme pemelfaraan sarara dan prasarara sesual
di inghup aubbagisr Rumah Tangga P '
2. Ideks Lavaren Rumah Tarosa

KK

SKT. Terwujudnya RE subbagian 1 Miai hasl evaluas  Lavanan  Publik
Rumah Tangga sesual dengan road subbagian FumahTangga
map RE BPOM 2015 = 2019

LEARN & GROWTH
PERSPECTIVE
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Lampiran 3
Pengukuran Kinerja Biro Umum dan SDM

Periode Januari — Desember 2019

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Nilai Kriteria
Pencapaian
sasaran
1. Meningkatnya capaian RB BPOM di = Nilai RB BPOM Penataan 13.22 N/A N/A Tidak dapat
lingkup Sekretariat Utama sesuai Sistem Manajemen SDM disimpulkan

roadmap RB BPOM 2015-2019

2. Terkelolanya sarana prasarana Nilai Pengelolaan BMN 72.00 77.46 107,58% Baik
penunjang pengawasan BPOM BPOM
dengan baik

3. Meningkatnya kepuasan internal Indeks Layanan Umum 3.20 3.29 102.81% Baik

BPOM terhadap layanan Biro
play Indeks Layanan 3.20 327 102,18% Baik

Umum dan SDM .
kepegawaian
4, Terlaksananya rencana aksi RB Persentase realisasi 100% 99.48% 99.48% Baik

BPOM di lingkup Biro Umum dan rencana aksi RB BPOM di

SDM lingkup Biro Umum dan
SDM
5. Meningkatnya pengelolaan Persentase ASN BPOM 85% 97.93% 115,21% Sangat Baik
Sumber daya BPOM yang memiliki kinerja

berkriteria minimal baik
Persentase ASN BPOM 72% 87.53% 121,56% Sangat Baik
yang ditingkatkan karirnya

sesuai perencanaan

6. Meningkatnya efektivitas, efisiensi | Persentase Satker yang 87% 86,05% 98,90% Baik
dan akuntabilitas pengelolaan mampu mengelola BMN
sarana prasarana dengan baik
Persentase pemenuhan 90% 100% 111,11% Sangat Baik

sarana prasarana
penunjang kinerja
pengawasan Obat dan

Makanan sesuai

kebutuhan
7. Terwujudnya RB Biro Umum dan Nilai AKIP Biro Umum dan 81 70.36 86,86% Cukup
SDM 2015-2019 SDM
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Lampiran 4

PROFIL ANGGARAN Biro Umum SDM

3 . . REALISASI
IDTN: FAGH thI:IEmSI KEUANGARN Keterangan
[Rp) (Rp) -
(#4])
2015 288,096,131,000 251,326,043,070 87,24 Realisasi hingga 31 Desember 2015
2016 344,321,501,000 308,908,420,162 89,72 Realisasi hingga 31 Desember 2016
2017 339,792,296,000 328,175,704,823 96,58 Realisasi hingga 31 Desember 2017
2018 304,854,927,000 247,736,804,245 81,26 Realisasi hingga 31 Desember 2018
2019 308,503,982,000 302, 852.019.148 97,85 Realizasi hingga 31 Desember 2019
Sumbser:
- Lakip Biro Urnum 500 Tahun 2015, #00.000.000.000 1
2016, 2017, 2018 I50,000.000.000
- Reallsasi OMSPAN TA. 2019 00.000,000.000
I50.000.000.000 -
200.0060,000.000 i
150.000,000.000 | ¥l
50,000,000.000
|:| +
2015 2mé 7 2005 018
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Lampiran 5

BADAN POM

Sasaran Kegiatan

A. REALISASI INDIKATOR KINERJA

IKK

CUSTOMER PERSPECTIVE

DO
1. Definisi
2. Sumber Data
3. Cara Perhitungan

Frekuensi

Target

T™W3

W4 TW1

Realisasi

W2 TW3

W4

\eningkatnya Nilai RB Hasil penilaian lembar kerja evaluasi Kemenpan dan RB Menunggu
z?ﬁ’s;z{?a HICH E:r?al\l"aan Cara Perhitungan: hasil
Sekretariat Utama  |Sistem lAkan dilaksanakan oleh Kemenpan RB dengan menggunakan | Tahunan | 1322 | Nilai - 1322 - - - | penilaian
sesuai roadmap RB [Manajemen  [instrumen yang sudah dirumuskan oleh Tim Menpan RB Kem;gpan
BPOM 2015-2019 [SDM
Terkelolanya Nilai Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau
saranaprasarana [Pengelolaan ldiperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja
penunjang BMNBPOM  |\ooara atau berasal dari perolehan lainnyayang sah.
E::g:‘:zi?:BPOM Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi
e Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran; Pengadaan; eTIEEE
Penggunaan; Pemanfaatan; Pengamanan dan pemeliharaan; penilaian
Penilaian; Pemindahtanganan; Pemusnahan; Penghapusan; terhadap
Penatausahaan; serta Pembinaan, pengawasan dan Pgﬁﬁ“ﬁ“
pengendalian. . Tahunan | 72 | Nilai - 72 - ~ | - |2019 yang
Indikator ini dihitung terhadap nilai aspek pengelolaan BMN dilaksanak
sesuai ketentuan. an pada
Utilisasi, dihitung terhadap: bulan
a) Perencanaan BMN J;ng"
b) Penggunaan BMN
b) Pemanfaatan BMN
ic) Penghapusan BMN
d) Pemusnahan BMN
€) Pengawasan dan Pengendalian BMN
Meningkatnya Indeks Hasil Survey kepuasan SDM Badan POM terhadap layanan
kepuasaninternal [kepuasan rumah tangga
BPOM terhadap layanan ICara Perhitungan:
Sfonind?r:OSDM rumah tangga g e o2 arkan hasil Survey kepuasan SDM Badan POM terhadap Ui || & | - =2 - - : 2
layanan rumah tangga yang dinilai dari nilai kepentingan dan
kepuasan (masing-masing dihitung dalam skala likert)
Indeks Hasil survey kepuasan SDM Badan POM terhadap layanan
kepuasan  kepegawaian
layanan lcara perhitungan:
kepegawaian |go i carkan hasil survey kepuasan SDM Badan POM terhadap Ui || & | - =2 - - : 2
layanan kepegawaian yang dinilai dari nilai kepentingan dan
kepuasan (masing-masing dihitung dalam skala likert)
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BADANPOM

[n]e]
1. Definisi
2. Sumber Data
3. Cara Perhitungan

Frekuensi Target Realisasi
Capaian: Target Satuan
W1 Tw2 TW3 TW4 TW1 TW2 Tw3 TW4

Sasaran Kegiatan IKK

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE

[Terlaksananya Persentase Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM di lingkup Biro Umum
rencana aksi RB realisasi rencana dan SDM adalah perbandingan antara rencana aksi yang telah
BPOM di lingkup  |aksiRB BPOM di {itetapkan terhadap roadmapyang ditetapkan di lingkungan Biro | Triwulan | 100 [Persen| 25 50 75 100 (2456|2889 | 6779 |9848

Biro Umum dan lingkup Biro Umum dan SDM pada area perubahan penataan sistem
SDM Umum dan SDM manajemen SDM
Meningkatnya Persentase ASN [Laporan hasil penilaian prestasi kerja seluruh SDM Badan POM
pengelolaan BPOM yang Cara Perhitungan:
Sumber daya BPOMmemiliki kinerja [1. Hitung jumlah SDM yang memiliki nilai prestasikerja> 76
berkriteria 2. Hitung jumlah seluruh SDM Badan POM
minimal baik  B.Bandingkan antara poin nomor 1dan 2 Triwulan | 85% |Persen| 85 | 85 | 85 | 85 (9684 9684 | 9684 [97.03

i = jumlah SDM yang memiliki nilai prestasi kerja> 76

b = jumlah seluruh SDM Badan POM

Persentase SDM BPOM yang memiliki kinerja berkriteria minimal
baik= (a/b) x 100%

Persentase ASN [Aplikasi SIAP, Capaian Kinerja Pejabat Fungsional (pemenuhan
BPOM yang angka kredit), Data ABK dan Bezzeting SDM BPOM

ditingkatkan Cara Perhitungan:
karirnya sesuai  [1. Identifikasi jabatan struktural yang lowong dan atau akan
perencanaan owong

[2. Identifikasi pejabat fungsional yang memenuhi angka kredit
ntuk naik jabatan setingkat lebih tinggi

B. Evaluasi data ABK dan Bezzeting SDM BPOM untuk mengetahui

jumlah dan formasi jabatan yang tersedia.

¥. Evaluasi data poin 1, 2 dan 3 merupakan rencana SDM BPOM
ang ditingkatkan kariernya.

5. Rekapitulasi jumlah usulan kenaikan jabatan struktural dan atau

fungsional. Semester | 72% |Persen| - 36 - 72 - 4213 - 87.53

6. Evaluasi, verifikasi dan hitung jumlah usulan yang dapat
iproses kenaikan jabatan struktural dan atau fungsional. SDM

BPOM yang dapat diproses kenaikan jabatan struktural dan atau

fungsional adalah SDM BPOM yang ditingkatkan kariernya.

[7. Bandingkan antara jumlah SDM BPOM yang ditingkatkan

kariernya (poin 6) dengan rencana SDM BPOM yang ditingkatkan

kariernya (poin 4).

a = Jumlah SDM BPOM yang ditingkatkan kariernya

b = Jumlah SDM BPOM yang direncanakan untuk ditingkatkan

kariernya

Persentase SOM BPOM yang ditingkatkan kariernya sesuai

perencanaan= (a/h) x 100%
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BADAN POM

DO )
1. Definisi Frekuensi

2. Sumber Data Capaian: Target Satuan w1
3. Cara Perhitungan

Target Realisasi
Sasaran Kegiatan IKK

TW2 TW3 TwW4 TW1 TW2 TW3 W4

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE
Meningkatnya Persentase Satker [Berdasarkan laporan BMN Satker, Aplikasi Persediaan dan

[Tahunan

Persen

Menunggu
efektivitas, ang mampu SIMAK BMN penilaian
efisiensi dan engelola BMN ara Perhitungan: terhadap
akuntabilitas engan baik Persentase Satker yang mengelola BMN dengan baik = pelaporan
pengelolaan satker yang mengelola BMN dengan baik/jumlah satker) x

BMN TA
arana prasarana 100% 2019yang
dilaksanaka|
n pada

bulan
Januari
2020
20.53 | 50.43 | 90.20 100

Persentase
pemenuhan sarana
prasarana
penunjang kinerja
pengawasan Obat
an Makanan
sesuai kebutuhan

Laporan dan monitoring implementasi pemenuhan standar [Triwulan | 90% |Persen| 25 50 75 90
sarana dan prasarana dilingkungan kantor Badan POM
sesuai SK Kepala Badan POM nomor HK: 03.1.08.15. 4015
ahun 2015 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kantor di
Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

ara Perhitungan:

Persentase unit kerjayangterpenuhi sarana dan
parasarana penunjang kinerja pengawasan Obatdan
Makanan sesuai kebutuhan = (jumlah sarana dan
prasarana yang tersedia/jumlah sarana dan prasaranayang
harus dipenuhi sesuai ketentuan Peraturan

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE
TerwujudnyaRB  |Nilai AKIP Biro Hasil penilaian lembar kerja evaluasi Kemenpan dan RB
Biro Umum dan  Umum dan SDM

SDM 2015-2019 ara Perhitungan:
Akan dilaksanakan oleh Kemenpan RB dengan

enggunakan instrumen yang sudah dirumuskan oleh Tim
Menpan RB

Menunggu
AA (sangat memuaskan), dengan skor > 90— 100 rahunan 21 Nilai . ) . 21 . . ) h'r.mll
A (memuaskan), dengan skor > 80— 90 penilaian
BB (sangat baik), dengan skor > 70— 80 AKIP
B (baik), dengan skor> 60— 70

C (cukup/memadai), dengan skor > 50— 60
(kurang), dengan skor > 30- 50
D (sangat kurang) dengan skor 0- 30
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Lampiran 6

Efisiensi Anggaran Berdasarkan Jenis Kegiatan

URAIAN KEGIATAN - Pagu Realisasi Anggara b (I:z:;zlta nv Z’ﬁ:ﬁ:lai IE [ SE [ TE [, Kategori Eq
ANALISA JABATAN DAN EVALUASI JABATAN 183.840.000 182.631.750 99% 100% 1,01 1,00 0,01 Efisien
PENYUSUAIAN DAN REVIEW KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ANALISIS B 185.370.000 185.020.050 100% 100% 1’00 1[00 0’00 Efisien
PENGADAAN CPNS/PPPK 2.115.367.000 2.108.232.623 100% 100% 1,00 1,00 0,00 Efisien
PENYUSUNAN STANDAR KUALITAS HASIL KERHA JABATAN PFM 444.952.000 436.577.800 98% 100% 1,02 1,00 0,02 Efisien
PERTEMUAN DALAM RANGKA REWARD AND PUNISMENT 507.616.000 502.528.714 99% 100% 1’01 1100 0’01 Efisien
BIMBINGAN TEKNIS DAN MONITORING EVALUASI KINERJA PEGAWAI 293.856.000 289.636.240 99% 100% 1,01 1,00 0,01 Efisien
KONSULTASI NASIONAL PEMUTAKHIRAN BMN DALAM RANGKA PENGELOLAAI 852.493.000 843.416.402 99% 100% 1,01 1,00 0,01 Efisien
PENDAMPINGAN DALAM RANGKA PEMBINAAN SDM 105.000.000 104.745.275 100% 100% 1’00 1100 0,00 Efisien
MONITORING DAN EVALUASI KEHADIRAN PEGAWAI DALAM RANGKA PENEGA} 81.560.000 81.315.300 100% 100% 1'00 1,00 0,00 Efisien
COACHING CLINIC KEPEGAWAIAN 307.610.000 304.216.900 99% 100% 1,01 1,00 0,01 Efisien
PENYUSUNAN PENILAIAN KUALITAS PRESTASI KERJA KEPALA BALAI BESAR/KEP) 53.960.000 53.150.000 98% 100% 1’02 1,00 0,02 Efisien
PENGELOLAAN KINERJABMN DAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 295.500.000 281.947.277 95% 100% 1’05 1[00 0’05 Efisien
PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BMN 236.310.000 233.268.500 99% 100% 1,01 1,00 0,01 Efisien
KOORDINASI PERSURATAN DAN KEARSIPAN 96.944.000 93.188.800 96% 100% 1,04 1,00 0,04 Efisien
BIMBINGAN TEKNIS AKREDITASI KEARSIPAN BADAN POM 418.447.000 415.333.848 99% 100% 1’01 1100 0’01 Efisien
PENILAIAN KEMBALI ARSIP 97.220.000 96.868.400 100% 100% 1,00 1,00 0,00 Efisien
PEMUSNAHAN ARSIP 88.180.000 87.705.930 99% 100% 1,01 1,00 0,01 Efisien
MONITORING, EVALUASI,PENGAWASAN DAN SUPERVISI KEARSIPAN 206.650.000 201.792.124 98% 100% 1’02 1/00 0,02 Efisien
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI 2.893.837.000 2.857.700.397 99% 100% 1’01 1[00 0’01 Efisien
KOORDINASI PENGELOLAAN BELANJA PEGAWAI DAN TUNJANGAN KINERJA BA 122.370.000 116.586.500 95% 100% 1,05 1,00 0,05 Efisien
SOSIALISASI HASIL SURVEY OPINI PEGAWAI DAN PENYUSUNAN ROADMAP PRQ 627.278.000 622.130.800 99% 100% 1,01 1,00 0,01 Efisien
PENGISIAN JABATAN STRUKTURAL 535.200.000 534.900.050 100% 100% 1’00 1100 0’00 Efisien
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL 786.835.000 786.671.487 100% 100% 1,00 1,00 0,00 Efisien
PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL 310.015.000 309.691.900 100% 100% 1,00 1,00 0,00 Efisien
PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL 429.860.000 429.571.700 100% 100% 1’00 1100 0,00 Efisien
PENGELOLAAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI 279.000.000 278.879.600 100% 100% 1,00 1,00 0,00 Efisien
PEMBAHASAN REFORMASI BIROKRASI 53.285.000 48.891.750 92% 100% 1,09 1,00 0,09 Efisien
IMPLEMENTASI ROAD MAP STRATEGI PENGELOLAAN SDM 571.200.000 569.155.400 100% 100% 1’00 1,00 0,00 Efisien
MONITORING DAN EVALUASI/AUDIT INTERNAL QMS BIRO UMUM 97.821.000 94.718.516 97% 100% 1’03 1[00 0’03 Efisien
AUDIT SURVEILAN QMS BIRO UMUM DAN SDM 7.175.000 7.152.000 100% 100% 1,00 1,00 0,00 Efisien
KEIKUTSERTAAN DALAM KEGIATAN BADAN POM/INSTANSI EKSTERNAL 791.616.000 787.733.582 100% 100% 1,00 1,00 0,00 Efisien
TATAKELOLA KEPEGAWAIAN 174.890.000 174.165.850 100% 100% 1’00 1100 0’00 Efisien
Pengadaan Alat Pengolah Data Bagian Penganggaran 172.000.000 170.500.000 99% 100% 1,01 1,00 0,01 Efisien
Pengadaan alat Pengolah Data Bagian Keuangan 197.200.000 191.218.000 97% 100% 1,03 1,00 0,03(Efisien
Pengadaan Alat Pengolah Data Bagian Monev dan Pelaporan 153.000.000 152.550.000 100% 100% 1,00 1,00 0,00 Efisien
Pengadaan Fasilitas Perkantoran Biro Hukum dan Organisasi 136.680.000 134.491.200 98% 100% 1,02 1,00 0,02|Efisien
Pengadaan Alat Pengolah Data Biro HDSP 141.700.000 140.600.000 99% 100% 1,01 1,00 0,01(Efisien
Pengadaan Pengolah Data Biro Umum SDM 25.000.000 22.800.000 91% 100% 1,10 1,00 0,10|Efisien
Pengadaan Fasilitas Perkantoran Biro KS 155.200.000 119.669.412 77% 100% 1’30 1100 0’30 Efisien
Pengadaan Meubelair Biro HDSP 158.300.000 157.398.700 99% 100% 1,01 1,00 0,01(Efisien
Pengadaan Peralatan Dan Fasilitas Kantor Bagian Monev Dan Pelaporan 47.000.000 40.750.000 87% 100% 1,15 1,00 0,15(Efisien
Pembayaran Gaji dan Tunjangan 68.904.616.000 66.189.320.198 96% 100% 1’04 1[00 0’04 Efisien
Tunjangan Kinerja 84.291.949.000 83.918.312.953 100% 100% 1,00 1,00 0,00 Efisien
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URAIAN KEGIATAN - Pagu | Realisasi Anggara % (I:::Zzltanv Do/ou(izzilarl IE [ SE [ TE [ Kategori T
PERAWATAN KENDARAAN OPERASIONAL RODA 4/6 3.677.770.000 3.677.563.365 100% 100% 1,00 1,00 0,00|Efisien
PERAWATAN KENDARAAN OPERASIONAL RODA 2 91.000.000 90.887.251 100% 100% 1,00 1,00 0,00|Efisien
LANGGANAN DAYA DAN JASA 5.308.920.000 4.882.407.494 92% 100% 1,09 1,00 0,09|Efisien
PERAWATAN GEDUNG DAN BANGUNAN 11.138.402.000 10.950.205.372 98% 100% 1,02 1,00 0,02|Efisien
CLEANING SERVICE 3.518.150.000 3.454.566.649 98% 100% 1,02 1,00 0,02|Efisien
JASA KEAMANAN DAN PENGAMANAN 4.020.530.000 3.930.752.111 98% 100% 1,02 1,00 0,02|Efisien
PEMELIHARAAN ALAT PENGOLAH DATA/MESIN ELEKTRONIK/TEKNOLOGI INFO 495.175.000 493.820.291 100% 100% 1,00 1,00 0,00|Efisien
SEWA BANGUNAN KANTOR/PERGUDANGAN 2.812.780.000 2.796.399.400 99% 100% 1,01 1,00 0,01|Efisien
PEMELIHARAAN HYGIENE DAN SANITAS| RUANGAN 200.000.000 179.756.225 90% 100% 111 1,00 0,11|Efisien
KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN 1.628.549.000 1.599.385.222 98% 100% 1,02 1,00 0,02|Efisien
SEWA MESIN FOTO COPY 561.600.000 468.346.899 83% 91% 1,09 1,00 0,09|Efisien
PENGADAAN BARANG CETAKAN 388.750.000 385.855.000 99% 100% 1,01 1,00 0,01|Efisien
HONOR PRAMUBAKTI DAN PENGELOLA KEGIATAN BPOM 23.317.835.000 22.921.698.423 98% 100% 1,02 1,00 0,02|Efisien
JASA POS/GIRO/SERTIFIKAT 788.360.000 781.369.300 99% 100% 1,01 1,00 0,01|Efisien
SEWAKOTAK POS/PO BOX 2.000.000 2.000.000 100% 100% 1,00 1,00 0,00|Efisien
HONOR PRAMUBAKTI DAN PENGELOLA KEGIATAN SEKTAMA 4.897.742.000 4.441.349.167 91% 100% 1,10 1,00 0,10|Efisien
PENYELENGGARAAN OPERASIONAL PEKANTORAN 285.200.000 285.136.185 100% 100% 1,00 1,00 0,00|Efisien
PENGADAAN PAKAIAN SOPIR/TEKNISI/SATPAM/PASKIBRAKA 281.140.000 279.366.360 99% 100% 1,01 1,00 0,01|Efisien
SEWA DIGITAL INFORMASI/VIDEOTRON 190.230.000 189.640.000 100% 100% 1,00 1,00 0,00|Efisien
PEMELIHARAAN JARINGAN 172.875.000 162.552.800 94% 100% 1,06 1,00 0,06|Efisien
SEWA PERLENGKAPAN ACARA BPOM 686.165.000 675.150.872 98% 100% 1,02 1,00 0,02|Efisien
SEWA RUMAH/APARTEMEN DINAS KEPALA BADAN 939.030.000 938.764.000 100% 100% 1,00 1,00 0,00|Efisien
BIAYALANGGANAN DEPUTI IV 91.800.000 74.483.205 81% 100% 1,23 1,00 0,23|Efisien
PENYUSUNAN PEDOMAN K3 PERKANTORAN DAN STANDAR SARPRAS BPOM 119.475.000 96.898.870 81% 100% 1,23 1,00 0,23|Efisien
KOORDINASI LINTAS SEKTOR PBMN RT 147.300.000 107.310.000 73% 100% 1,37 1,00 0,37|Efisien
SUPERVISI PENGELOLAAN BMN, SARANA PRASARANA, PENGADAAN BARANG J 1.655.450.000 1.522.866.134 92% 100% 1,09 1,00 0,09|Efisien
ANALISIS STUKTUR GEDUNG F 100.000.000 83.875.000 100% 1,00 1,00 0,00|Efisien
PEMBANGUNAN GEDUNG D BADAN POM 71.773.245.000 71.746.332.085 100% 100% 1,00 1,00 0,00|Efisien
RENOVASI AULA GEDUNG C (SISA PEKERJAAN 2018) 269.981.000 269.980.535 100% ol 1,00 1,00 0,00|Efisien
PENINGKATAN KAPASITAS HYDRAN DAN DRAINASE (SISA PEKERJAAN 2018 138.000.000 137.467.961 100% vz 1,00 1,00 0,00|Efisien
PENATAAN LUAR GEDUNG KANTOR BPOM (SISA PEKERJAAN 2018) 169.536.000 164.658.774 97% oy 1,03 1,00 0,03|Efisien
RENOVAS| HALAMAN/ GORONG-GORONG/ GEDUNG 643.290.000 467.735.570 73% 100% 1,38 1,00 0,38|Efisien
PEMBUATAN PAPAN NAMA TANAH KANTOR BPOM 40.000.000 39.952.000 100% o0k 1,00 1,00 0,00|Efisien
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Lampiran 7

KERTAS KERJA EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
UNIT KERJA BIRD UMUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA
BADAM PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Unit
KOMPOMEN/SUBE KOMPONEN
O ¥ MiLAI
1 2 3 4
A. PERENCANAAN KINERJA [30%) 30,00 B4,03% 251
|.|PERENCANAAN STRATEGIS (10%) 10,00 B6,60% B.66
a.|PEMENUHAN RENSTRA (2%) 2,00 B6,11% 1,72
1|Renstra Unit telah disusun ¥ 1,00
2|Renstra telah remuat Wjuan Y 1,00
3 Tujuan yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran A 1.00
keberhasilan {indikator) g
4| Tujuan telah disertai target keberhasilannya B 0,75
5| Dokumen Renstra telah memuat sasaran Y 1,00
6| Dokumen Renstra telah memuat indikator kinerja sasaran A 1,00
7| Dokumen Renstra telah memuat target tahunan A 1,00
B|Renstra telah menyajikan IKU A 1,00
9|Renstra telah dipublikasikan T -
b.|KUALITAS RENSTRA |5%) 5,00 93,75% 4,69
10| Tujuan telah berorientasi hasil A 1,00
1 ukuran keberhasilan (indikator) tujuan (outcomse) telah memenuhi A 100
kriteria ukuran keberhasilan yang baik '
12| Sasaran lelah berorientasi hasil A 1,00
13 Indikator kinerja sasaran (outcome dan oulput) telah memenuhi A 1.00
kriteria indikator kinerja yang balk g
14| Target kinerja ditetapkan dengan balk B 0,75
15 Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapal B 075
lujuan/sasaran/hasil program/hasil kediatan '
16| Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMN A 1,00
17 Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya A 100
ditatapkan !
c.|IMPLEMENTASI RENSTRA (3%) 3,00 T5,00% 2,25
18 Dokumen Renstra digunakan sebagal acuan penyusunan B 075
Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran '
19 Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor B 075
pencapa@annya sampal dengan tahun berjalan !
20| Dokumen Renstra telah direviu secara barkala B 0,75
II.|PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (20%) 20,00/ B2,75% 16,55
a.|PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4%) 4,00 100,00% 4,00
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Unit
KOMPONEN/SUB KOMPONEN
. ¥ NILAI
1|{Dokumen perencanaan kinerja tahunan telah disusun Y 1,00
2{Perjanjian Kinera (PK) telah disusun Y 1,00
3|PK telah menyajikan IKLU A 1,00
4|PK telah dipublikasikan Y 1,00
b.|KUALITAS PEREMCANAAN KINERJA TAHUMAN (10%) 10,00 T7.50% 7,75
5|Sasaran telah berorlentasi hasil A 1,00
P Indikator kinerja sasaran dan hasil program (oulcome) telah A 1.00
memanuhi kriteria indikator kinerja yang balk !
7| Target kinerja ditetapkan dengan baik B 0,75
B|Kegiatan merupakan cara untuk mencapal sasaran B 0,75
a Keglatan dalam rangka mencapail sasaran telah didukung oleh B 075
anggaran yang memadai '
10| Dokumen PK telah selaras dengan RPJMMN/Renstra A 1,00
" Dokurnen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya B o078
ditetapkan (dalam kontrak kinerafugas fungsi) -
12|Rencana Aksi atas Kinerja sudah ada Y 1,00
i3 Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan target secara B 0.75
perodik alas kinera !
Rencana Aksi atas kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/
14|komponan fnc setlap perode yang akan dilakukan dalam T -
rangka mencapai kinerja
c.|IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6%) 6,00 B0,00% 4,80
15 Rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan ¥ 100
angagaran !
16 Target kinerja yang diperanjikan telah digunakan untuk B 0.75
mengukur keberhasilan ’
17 Rencana Aksl atas Kinerja telah dimonitor pencapalannya secara B 075
berkala ’
1 Rencana Aksl telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan B 075
penqorganisasian kegiatan '
19 Perjanjian Kinera telah dimanfaatkan untuk penyusunan B 0.75
{identifikasl) kinerja sampal kepada tingkat eselon 11l dan IV !
B. PENGUKURAN KINERJA (25%) 25,00 T2,50% 18,13
|.|PEMENUHAN PENGUKURAN (5%) 5,00 81.25% 4.06
Telah lerdapal indlkator kinera utama (IKU) sebagal ukuran ¥ 100
kinera secara farmal '
Telah terdapat ukuran kinerja tingkat eselon |l dan |V sebagai B 0.75
wrunan kinerja atasannya '
3| Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja C 0,50
4Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan Y 1,00
Il.|KUALITAS PENGUKURAN (12,5%) 12,50 75,005 9,38
5/IKU telah memenuhl kritera indikator yang baik A 1,00
G6|IKU telah cukup untuk mengukur Kinerja A 1,00
T{IKU unit kerja telah selaras dengan IKU IP A 1,00
Ukuran (Indikator) kinera eselon Il dan IV telah memeanuhi B 0.75
kriteria indikator kinerja yang baik '
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Unit
KOMPONEN/SUB KOMPONEN
. ¥ NILAI
g Indikator kKinerja esalon 11l dan IV telah selaras dengan indikator B 078
kinerja atasannya '
10 Sudah terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu B 078
pada KU unit kerja organisasi/atasannya !
11|Pengukuran kinerja swedah dilakukan secara berjenjang B 0,75
12| Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan C 0,50
i3 Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksl dilakukan secara ¥ 1.00
berkala (bulanan/triwulanan/semester) !
14 Pengukuran kinerja swdah dikembangkan menggunakan T
teknologi informasi )
IIL|IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7,5%) 7,50 B2,50% 4,69
15 IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan A 1.00
dan penganggaran '
16/ IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja B 0,50
17| Target kinerja eselon lll dan IV telah dimonitor pencapalannya B 0,50
Hasil pengukuran (capalan) kinerja mulal darl setingkat eselon [V
18| keatas telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar C 0,50
pemberian) reward & punishment
19] KU telah direviu secara berkala B 0,75
20 Pengukuran kinerja atas Rencana Aks| digunakan untuk B 0.50
pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala !
C. PELAPORAN KINERJA (15%) 15,00 63,00% 9,45

I.[PEMENUHAN PELAPORAN (3%) 3,00 62,50% 1,88

1|Laporan Kinerja telah disusun Y 1,00

2|Laporan Kinera lelah disampaikan tepat wakiu T -

3|Laporan Kinera telah di upload kedalam wabsite Y 1,00

4|Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenal pencapaian IKU C 0,50

IL.| PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (7,5%) 7,50 56,00% 4,20

5 Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapalan sasaran yang ¢ 0.50
berorienlas) outcome !

6 Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinera yang c 0.50
lelah diperjanjikan !

7 Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai c 0.50
capaian kinerja !
Laporan Kinerja menyajikan pembandingan data kinerja yang

8|memadal antara realisasl tlahun Inl dengan realisasi tahun C 0,50
sabelumnya dan pembandingan lain yang diperlukan

g Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi B 067
penggunaan sumber daya !

10 Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait B 0.75
dendan pencapaian sasaran kKinerja instans '
11|Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan C 0,50
lil.| PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4,5%) 4,50 75,00% 3,38
12 Informasl kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi ¥ 100
akuntabilitas kinerja '
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NO KOMPOMNEN/SUB KOMPOMNEN Unk T
13 Infermasl vang disajikan telah digunakan dalam perbalkan B 075
perencanaan !
14 Informasi yang disajikan telah digunakan urtuk menilal dan B 075
memperbaiki pelaksanaan program dan keglatan organisasi !
Informasl yang disajikan telah digunakan unituk peningkatan
15 B 0,75
kinerfa
16|Informasl yang disajikan telah digunakan uniuk penilalan kinerja c 0,50
D. EVALUASI INTERNAL (10%) 10,00 BZ,87% 6,29

I.[PEMENUHAN EVALUASI {2%) 2,00 71.00% 1,42
Terdapat pemantauan mengenal kemajuan pencapaian ¥ 100
kinerja beserta hambatannya '

2|Evaluasi program telah dilakukan Y 1,00

3|Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan C 0,34

4 Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan c 050
kepada pihak-pihak yang berkepentingan !

IL.[KUALITAS EVALUASI (5%) 5,00 59.83% 2,99
Ewvaluasi program dilaksanakan dalam rangka menilai B 075
keberhasilan program !
Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi B 075
perbalkan perencanaan kinefla yang dapat dilaksanakan !
Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi B 075
peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan '

A Pemantauan Rencana Aksl dilaksanakan dalam rangka c 050
mengandalikan kinerja !
Pemantauan Rencana Aksi elah memberikan altermatif c 0.50
perbalkan yang dapat dilaksanakan !

1| Hasil evaluasi Rencana Aksi telah menunjukkan perbalkan setiap o 0.34
perode
lll.| PEMANFAATAN EVALUASI (3%) 3,00 62,50% 1,88
11 Hasil evaluasl program telah ditindaklanjutl untuk perbalkan B 075
pelaksanaan program di masa yang akan datang !
1o|Hasil evaluasi Rencana Aksi telah ditindaklanjuti dalam bentuk o 0.50
langkah-langkah nyata !
E. PENCAPAIAN SASARANKINERJA ORGANISASI (20%) 20,00 56,43% 11,29
KINERJA YANG DILAPORKAN [OUTPUT) (7,5%) 7,50 60,00% 4,50

1|Target dapat dicapai B 2,00

2|Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya C 0,50

3|Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan B 2,00
KINERJA YANG DILAPORKAN [OUTCOME) (12,5%) 12,50 135,71% 8,79

4| Target dapat dicapal 2,86

5{Capaian kinera lebih baik dari lahun sebelumnya 1,25

6|Infermasl mengenal kinerja dapat diandalkan 268

HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%) 100,00 70,36% 70,36
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Lampiran 8

Survey Indeks Layanan Kepegawaian

=4 HUMAN CARE
CONSULTING

INDEKS LAYANAN KEPEGAWAIAN BPOM

BADAN P08
ANFERMENT. COUNELINE. TRAMING
Nilai Interval | Nilai Interval Mutu Kinerja Unit
Konversi Pelayanan Pelayanan
Indeks Indeks ¥ v
Kepuasan Kepuasan
Tahun 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019
I:;‘,,%ﬁ{ingan 334 | 347 | 84% | 87% | - - - -
MILAI
Tingkat NTERVAL | muty | KNERIA
Kepuasan 263 | 2.84 | 66% | 71% - - - - KDI‘:I::RSI PELAYANAN PELAYANAN
25 -43,75 [7] Tidak baik
Tingkat . |sangat 43,76 — 62,50 C Kurang baik
Kesesuaian | 315 [ 327 | 79% | s2% | B | M | Baik [300| resein 5 El-aik
81,26 - 100,00 A Sangat baik
Survey Indeks Layanan Umum
Nilai Interval Nilai Interval Mutu Kinerja Unit
Indeks Konversi Indeks Pelayanan Pelayanan
Kepuasan Kepuasan

Tahun 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019

Kn éﬁ{ingan 332 | 346 | 83% | s6% | - i - :

e 264 | 284 | 66% | 71% | - - - -

Tingkat : Sangat

Kesesuaian 318 | 320 | 79% | 82% | B | M | Bak |T0
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*4J HUMAN CARE
CONSULTING

AREESMENT. CILET.INE TRA NG

Indeks Kepuasan Pegawai Badan POM terhadap Biro Umum dan SDM

Nilai Interval | Nilai Interval Mutu Kinerja Unit
Indeks Konversi Indeks| Pelayanan Pelayanan
Kepuasan Kepuasan
Tahun 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019
.T(,'F‘,,SJﬁ%ingan 336 | 348 | 8a% | 87% | - : :
ek 263 | 283 [ 66% | 72% | - | - | -
Tingkat :
Kesésuaian 313 (325 [ 78% | 81% | B8 | B | Baik | Baik

Gambaran Kepuasan Pegawai Badan POM waosros
terhadap Layanan Kepegawaian per-aspek

Pengelolaan BMN

Fasilitas Umum

Fasilitas Kerja

Layanan Kesejahteraan Pegawai
Layanan Kearsipan

Sistemn Informasi Kepegawaian

Pengelolaan Karir

® 4/ HUMAN CARE
CONSULTING

AREEHENT. COUNTTNE TRAMNGD

2018

il 3 35
by 3 37
e 3,30

il 3,13

e 339
e 3 41
s 3 43
Pengelolaan Kinerja | 3,40

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 | g

e 3 15
iy 45
Ry 17
i 3,5

i 3 1,
R el 5 15
e i '

e 3 15

1

2019

2 3 4

M FPuas EPenting

22
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Lampiran 9
Roadmap HRIS
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Lampiran 10

Roadmap Implementasi Sistem Merit

RENCANA KERJA PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN SDM

BADAN POM
o [1a [42] 2 [ 2
A Persiapan KAK Diskusi ‘ Konsult: Timinti
B |PERENCANAAN SDM /1
1 Kebutuhan SDM Mereview Kebutuhan SDM Rencana Kebutuhan 2020-2025 (Diskusi Konsultan, Tim Inti
2 |Penyusunan Infojab Menyelesaikan draft infojab (dalam |draftinfojab
proses)
Reviu draft infojab hasil reviu drfat infojab
Finalisasi draft infojab draft infojab final
Penyusunan draft perka Infojab draft perka infojab
Pembahasan dengan Hukor legal drafting Perka Infojab
Finalisasi Perka Infojab Peraturan BPOM tentang
Infojab.
c__[PENGADAAN sDM/1
2 Rekrutmen Konsultan, Tim Inti
a|Proses Pelaksanaan Pengadaan | Mereview proses pelaksanaan Usulan penyempurnaan Diskusi
pengadaan pelaksanaan pengadaan
8 P3K draft Pedoman Peng: Draft pedoman P3K Diskusi Konsultan, Tim Inti
P3K
Review draft Pedoman Pengadaan |hasil reviu pedoman
P3K (bersama PPSDM) pengadaan P3K
finalisasi draft Pedoman Pengadaan |draft final Pedoman
Pengadaan P3K
3 [taffing dan suksesi Update & diskusi talent mapping, Pipe line eselon | &I, updated |Diskusi Konsultan, Tim Inti
pipeline eselon I dan Il Nine box talent
D |[PENGEMBANGAN KARIR/1
a Sistem Pengembangan Karir [Sistem Manejemen Karir dan
Talenta
al Menelaah draft sistem dan praktik Diskusi Konsultan, Tim Inti
Karir
b| Review & diskusi Kebijakan Draft kebijakan Diskusi Konsultan, Tim Inti
Manajemen Karir
d Review Pola Karir Pola Karir yang telah diperbaiki |Diskusi Konsultan, Tim Inti
e Menyusun pedoman manajemen Draft pedoman Diskusi
talenta
b Finalisasi draft sistem manajemen Konsultan, Tim Inti, Kabiro
karir dan talenta
g Finalisasi sistem manajemen karir & | Masukan dari Sestama Presentasi Konsultan, Tim Inti , Kabiro
hl Revisi berdasarkan masukan Konsultan, Tim Inti
i Finalisasi sistem manajemen karir & |Persetujuan Sestama Diskusi Konsultan, Tim Inti, Kabiro,
J Presentasi sistem manajemen Karir & |Masukan Kaba Workshop Konsultan, Tim Inti , Kabiro,
talenta ke Kaba Sestama, Kaba
K| Revisi berdasarkan masukan Persetujuan Kaba Konsultan, Tim Inti , Kabiro,
I [Aplikasi sistem manajemen karir 27
E  |PENGELOLAAN KINERJA/1 Review & diskusi Kebijakan sistem dan Diskusi Konsultan, Tim Inti
praktik Manajemen kinerja
Menyempurnakan SKP,Indikator Konsultan, Tim Inti
Kualitas, Waktu
Try out penyempurnaan SKP,
Indikator Kualitas, Waktu di Biro SDM
Panduan sistem manajemen | Diskusi
karir dan rencana implementasi ITim Inti, Konsultan, wakil unit
lain
F_ |EMPLOVEE ENGAGEMENT/1
Program EE terlaksana sesuai
Program tindakan perbaikan
liika
6 |pELAPORAN Laporan program Konsultan, Tim Inti
Menyusun laporan pengembangan sistem SDM
BPOM

Tim Inti
Tim Inti dan Konsultan
Tim Inti, Konsultan, wakil unit lain
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